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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmal,
taufig dan hidayah Nya, sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Bungursar Tahun 2023 ini dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bungursari disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Rl Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Bungursari. LAKIP Kecamatan
Bungursari Tahun 2023 memual informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program
dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Visi dan Misi Bupali
dan wakil Bupati terpilih yaitu * Mewujudkan Purwakarta Istimewa” Kecamatan Bumgursari sebagai
koordinator kegiatan Pemberdayaan masyarakat tingkat bawah dalam pelaksanaan Pemerintahan dan
Pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat .

Tujuan dar Sislem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan
pemerinlahan yang baik dan terpercaya. LAKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang
obyeklif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan
perlimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LAKIP ini dapat digunakan
sabagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum sempuma sehingga masih memeriukan perbaikan-
perbaikan. Oleh karena ilu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat Kami perlukan. Atas

kerjasamanya dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan lerima
kasih.

Buhgursari, }31 Januari 2024
\ Camaj Bungursari

Drs. WAWAN DARMAWAN. M.Si
NIP. 19671020 199303 1 009
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tahun 2023
disusun melalui pengukuran dala kinerja setelah berakhimya tahun anggaran 2023 yang melibatkan
seluruh aparatur Kecamatan Bungursari Kabipaten Purwakarta, capaian kinerja diukur dengan
membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalan dokumen Penetapan Kinerja dengan
hasil Pengukuran Kinerja .

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 telah
ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta ,
Rala rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukan prosentase
capaian kinerja sebagai berikut

Tujuan Indikator Kinerja Target | Realisasi |
Mewujudksn 1Tala Kelola |  Nilai indeks keiuasan masyarakal 180 89‘,105
zfeemrimahan yang bakk dan terhadap pelayanan di Kecamatan

Tingkat Pemenuhan  Dukungan | 100 89,92
Manajemen Perkanloran

Dari 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan,
untuk indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakal terhadap pelayanan di Kecamatan mencapai
89,05 sedangkan untuk indikator Tingkat Pemehuhan Dukungan Managemen Perkantoran realisasi
kinerja mencapai 89,92

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Bungursari lelah mengangarkan pembiayaan seluruh
kegiatan TA 2023 sebesar Rp. 3.262.898.188,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) ca.I;:ig:a(t*’/)
(]
1. | Program Penunjang Urusan 3.185.657.988 2.860.285.062 89,79
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota
[ 2 | Program  Penyelenggaraan 18.243.200 18.163.200 | 9956 |
Pemerintahan dan
PelayananPublik
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3. | Program Pemberdayaan 5291.000 | 5.291.000 100
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
4 |Pogram  Koodinasl| 7200000 | 3600000 | 50 |
Ketrentaman dan Ketertiban [
Umum '
|

5. |Program  Penyelenggaraan | 39.506.000
Urusan Pemerintahan Umum

7000000 [ 7000000 | 100 |

6. | Program  Pembinaan  dan |

Pengawasan Pemerintah Desa
Jumah | 3262898188 | 2933845262 | 8992
Purwakarta,  Januan 2024
CAMAT BUNGURSARI
Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP. 19671020 199303 1 009
e qpevin Aduntdddts X Sntanwt Wmrotdds Xaondor Serpesor Codean 207 vi
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BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhlisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada sefiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Bungursari
Kabupalen Purwakarta Tahun 2023 dilaksanakan dengan mempedoamani ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serla pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat alas kinerja yang felah dan seharusnya dicapai dan sebagai
upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemeriniah untuk meningkatkan kinerjanya.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja
yang diharapkan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan
posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakal atas pelayanan publik yang dilakukan,
Kecamalan Bungursari, pelayanan publik merupakan kegialan yang harus dilakukan seiring
dengan harapan dan tuntutan seluruh lapisan masyarakal Kabupaten Purwakarta fentang
peningkatan pelayanan publik. Kecamatan Bungursari berkewajiban melayani seluruh lapisan
masyarakat Kabupalen Purwakarta unluk memenuhi hak dan kebuluhan dasarnya dalam
kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dalam menjamin penyediaan pelayanan public sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi seliap
lapisan masyarakat Kabupalen Purwakarla dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan good govemance. Terselenggaranya good
governance merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiralif,
mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.
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Dalam rangke tu, diperukan pengambuangan din penampan sistom pamtsnggung)awitian
yoang topat, jolas, terukur don legilimale agar pandoysgunassn pemenntsh den pembangunan
borjalan secara bordaya gune, barhasil guna, bersih, bortongguny Jrush sons bobis dan Korgpsi
Kolusl dan Nepolismo (KKN). Galah setu nzags ponyelonggarssn Nogaral gamerintsh sdalsh
akuntabilitas. Akuntabllitas didefinislkan sobigal porwujudon kewajiban untuk manyamgpekan
patanggungjowaban oty untuk  menjownh  dan - menotsngkan  kiners - dan lindikan
goseorang/badan hukum/plmpinan kolakllf sualu organisas kepada pihik yang memiliki ha stau
wowaonang untuk maminta kelarangon slou perlanggung)awiabian

Dongan somangal monuju “PURWAKAIRTA 1GTIMEWA" dongan  monyolenggarakan
Pamaerintahan yang borsih (Claean Governmant) monuju tata kalols Pomonntishan yang bak (C
Govemnance), dan sobagal pertanggunglawaban smanal torsebul diatas, misks Kecamitan
Bungursari monyusun Laporan Akuntabllitas Kinore Instonsl Pomerintsh (LAKIP) Yecamistan
Bungursan Kabupaton Purwakarta Tahun 2023,

Dongan disusunnya Laporan Kinora Instanst Pomorintah (Lakip) Kecamatan Bungursarn
Kabupalon Purwakarta Tohun 2023 diharapkan dipal:

1. Mamborikon informast kinorja yang terukur kepada pamber mandal atas kinorja yang telah
dan seharusnya dicapal oloh Kecamatan Bungursarn Kabupaton Purwakarts

2. Mendorong Kecamatan Bungursan Kabupaton Purwakarta didalam melaksanakan tugas,
dan fungsinya secara balk dan bonar yang didatarkan pada peraturan parundangan,
kabljakan yang transparan dan dapat dipetanggungjawabkan kepada masyarakat

3. Sebagal upaya porbaikan borkesinambungan bagi Kecamatan Bungursan Kabupaten

Purwakarta unluk meningkatkan kinerjanyi
4. Mombarikan keporcayaan kepada masyarakat tethadap Kecamatan Bungursan Kabupaten

Purwakarta di dalam polaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan

kasejahtaraan masyarakal

1.2 Landasan Hukum
LAKIP Kecamatan Bungursan Kabupaton Purwakarta it disusun berdasarkan beherapa
landasan hukum sabagai borikul .

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Napolisme,

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pomerinlah Daarah sebaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah dacrah,

R ———
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3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;

4. Peraluran Pemenintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinafja Instansi Pemenintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemenntah;

. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 21 Tahun 2011,

7. Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinena Instansi Pemerintah,

8. Peraturan Mentn Dalam Negeri Pemberdayaan aparalur Negara nomor
PER/OIM.PAN/S2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Ulama di
Lingkungan Instansi Pemenntahan,

9 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/1X/6/8/2003 tenlang
Perbakan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinlah;

10. Peraturan Daerah Kabupalen Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 tenlang Pokok-pokok
Pengeloiaan keuangan Daerah,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nonor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan
Fungsi sena Tala kerja Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarla Nomr 16 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupalen Purwakarta Tahun 2005-
2025,

14. Peraturan Daerah Kabupalen Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarla Tahun 2013-
2018,

15. Peraturan Bupali Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camal dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah
Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakaria;

16. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tala Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten
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Purwakarta Tahun 2011-2031

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tenlang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
No.1);

18. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
daerah kabupaten Purwakarla Kecamalan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakaria;

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

20. Peraturan Bupali Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja Kecamalan;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Daerah Kabupalen Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupalen Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 No. 3);

23. Peraturan Bupali Purwakarta Nomor 89 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakaria (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 89);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3  Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah telah menguatkan sistem pemerintah yang tersentralisasi menjadi pemerintah
yang disentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyala, luas dan bertanggungjawab.
Perubahan tersebut sekaligus merupakan kesempalan yang penting bagi pemerintah daerah
untuk membentuk kemampuannya dalam melaksanakan berbagai urusan dan kewenangan
pemerintah untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat lokal.

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakibatkan terjadinya
perubahan kewenangan pemerintah pusal dan daerah yang berimplikasi pada perubahan beban

_— ey
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tugas dan struktur organisasi yang menjadikan wadahnya. Kewenangan Pemerintah Daerah
seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
yaitu sebagai berikut :

a.) Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan
menjadi urusan Pemerintah;

b.) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

¢.) Urusan Pemerintah yang menjadi kewenagan pemerintah daerah yang diselenggarakan
berdasarkan kriteria ekstervalitas, akuntabilitas dan efisiensi terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan

d) Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah unluk kabupaten/kola
merupakan urusan yang bersekala kabupaten/ kota melipuli ;

» Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
» Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan tata ruang;
» Penyelenggaraan ketertiban umum dan kelerliban masyarakat,
» Penyediaan sarana dan prasarana umum,
» Penanganan bidang kesehalan;
» Penyelenggaraan Pendidikan;
» Penanggulangan masala sosial;
» Pelayanan bidang ketenaga kerjaan;
» Fasilitas pengembangan koprasi, usaha kecil dan menengah,
» Pengendalian lingkungan hidup;
» Pelayanan pertanahan
» Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
» Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
» Pelayanan adminisirasi penanaman modal
» Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
» Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
e.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifal wajib yang berpedoman pada
selandar pelayanan minimal dilaksanakan secara berlahap dan ditetapkan oleh
pemerintah;
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Urusan Pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahiraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kewenangan Kabupaten Purwakarta

Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah oleh Pemeriniah Kabupaten Purwakarta
didasarkan kepada Peraluran Perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraluran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tenlang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi,
serla Tata Kerja Kecamatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi :

1.) Pendidikan,

2.) Kesehatan,

3.) Lingkungan Hidup;

4.) Pekerjaan Umum;

5.) Penataan Ruangan;

6.) Perencanaan Pembangunan;

7.) Perumahan;

8.) Kepemudaan dan Olahraga

9.) Penanaman Modal

10.) Koperasi dan Usaha kecil dan menengah;

11.)Kependudukan dan catatan sipil;

12.)Ketenagakerjaan;

13.)Ketahanan Pangan,

14.)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

15.)Keluarga Berencana dan Keluarga sejahlera;

16.) Perhubungan;

17.)Komunikasi dan Informasi;

18.) Pertanahan;

19.)Kesatuan Bangsa dan politik dalam Negeri;

20.)Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi kesejahteraan daerah,

perangkal daerah, kepegawaian dan pesandian,

21.)Pemberdayaan masyarakal dan desa;
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22.)Sosial;
23.)Kebudayaan;
24.) Statistik;
25.)Kearsipan; dan
26.) Perpustakaan;

Sedangan urusan pilihan merupakan urusan pemerilah yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah Kabupaten Purwakarta yang meliputi urusan :

1.) Kelautan perikanan;

2) Peranian;

3.) Kehutanan;

4,) Energi dan sumber daya mineral;

5.) Parwisala;

6.) Industr;

7.) Perdagangan; dan

8.) Ketransmigrasian,

1.4.  Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Bungursari merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Campaka yang
terbentuk berdasarkan Peraluran daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 tahun 2000 tanggal
30 Nopember 2000 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Kecamalan Babakancikao,
Bungursari, Cibatu, Sukasari, Pondoksalam dan Kiarapedes kabupaten Purwakarla dengan
memiliki luas tanah sebesar 4.136,525 Ha, {erdiri dari tanah daral 3.417.874 Ha dan tanah sawah
718.651 Ha.

Secara administratif Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dibatasi oleh :

" Bagian Selatan : Kecamatan Purwakarla

" Bagian Utara” : Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang

* Bagian Timur : Kecamatan Campaka

* Bagian Barat : Kecamatan Babakancikao
T T P —
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Gambar 1.1
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Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamalan Bungursan dapat dilhat daiam

tabel berikul ini -
Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa
NO DESA Luas(Ha)
1. | CIWANGI 129,000
2. | CIBENING 433533
3. | BUNGURSARI N 302,518
4. |CIBUNGUR 520,460
5. | DANGDEUR 875,890
6. | WANAKERTA 300,270
7. TCINANGKA I 293,957
8§ |[ckopO | 704,297
9. | CIBODAS - ' © 324,600
10. | KARANGMUKTI T 252,000 -
JUMLAH 5.012.415 R

T —

L O e
oo Azantarlize Sy St Cemenmtdh Xaiomator Qungursor Teadeare 207

77}

! Dipindai dengan |
/&) CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Kecamatan Bungursari terletak di sebelah Utara Kabupaten Purwakarta dan posisinya teretak
antara 107°30" - 107°40° Bujur Timur dan 6°25" - 6°45" Lintang Selatan dengan suhu berkisar antara
26°C - 30°C dan curah hujan rata-rata 1.200 mm3.

Kecamatan Bungursari terdin 10 Desa, 25 Dusun, 60 Rukun Warga dan 201 Rukun Tetangga
dengan jarak dar pusat pemerintahan Kecamalan ke Ibukota Kabupaten 13 Km dan 61 Km ke Ibu
Kota Provinsi. Berdasarkan Rencana Umum Tala Ruang (RUTR) Kabupalen Purwakarta, Kecamatan
Bungursari merupakan salah satu Kecamatan yang lermasuk ke dalam kawasan pengembangan
wilayah Baral dan berada di sebelah ulara Kola Purwakarta.

Hal ini dimungkinkan karena letak wilayah Kecamatan Bungursari yang strategis dilalui akses
transportasi skala nasional yaitu gerbang tol Kopo yang terletak di Desa Cikopo dan Gerbang tol
Sadang di wilayah Desa Ciwangi, sebagai simpul mobilisasi barang dan jasa yang menghubungkan
antara jalur lintas utara dan lintas tengah Pulau Jawa sehingga berpengaruh terhadap aktifitas
investasi dan industri di Kecamatan Bungursari yang meliputi Kawasan Industri Kota Bukil Indah
(Desa Wanakerta, Cinangka dan Dangdeur) serta zona industri yang lersebar di Desa Ciwangi,
Cibening, Bungursan dan Cikopo.

1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia Kantor Bungursari Per 31 Desember 2023 Dalam melaksanakan
tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh Camal yang dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh pejabat struktural.

Tabel 1.2
Data Pegawai Kantor Kecamatan Bungursari
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Berdasarkan | Jumlah | Berdasarkan | Jumlah | Berdasarkan | Jumlah
Golongan __Jabatan ) Pendidikan
Golongan IV 3 Eselon Il 3 S2 3
Golongan Il 9 |Eselonivalvb | 9 [ST 9
Golongan |l 3 |Eselonivb | 3 [sttTA | 3
THL 6 B SLTA 6
SUKWAN 2 stta | 2]
Jumlah | 23 Jumlah 15 Jumlah 23
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1.4.2 Sarana Dan Prasarana Kecamatan Bungursari

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bungursari

No T Banyak KondisiSekarang
Baik Kurang Baik Rusak
1 | Rumah Dinas 1 v
2 | Kantor 1
4 | Mushola 1 v
3 | Tempat Parkir 1 v
5 | Pendopo 1 v
6 | Lapang 1 v
7 | Kendaraan Roda 4 2
8 | Kendaraan Roda 2 6 v
9 | Printer 6 v 1 o
10 | Kursi rapat 46 v 6
11 | Meja Rapat 1 v
12 | Meja Kerja 3 v 5
13 | KursiTamu/Tunggu 2 v
14 | Laptop/Kompuler 12 v
15 | Ac Split 3 v
16 | Gorden Bahan Kain 1 v
Calisla
17 | Kursi Lipat 30 v 15
18 | Meja kerja Biro 1 v . =
19 | Filling Cabinet 1 4
20 | Kipas Angin 1 v
21 | Lemaribesiarsip 10 v

aporan Akwtabuliss 11 Comermntah Keamation /gm.xm Tehun 2022
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22 | Lemari arsip kayu 3 v v

23 | Sound Sistem 1 v

24 | Huruf Nama Instansi 1

25 | Televisi 2 v

26 | Kulkas 1 v v

27 | Sice 4 7

28 | Papan Nama Instansi 1 v
(Neon box)

29 | Kipas Angin Blower 2 v 1

30 | Proyektor/infocus 1 v v

31 | Pemotong kerlas 2 v

32 | Mesin Potong rumput 2 v

33 | Meja Kompuler 4 v

34 | Stabilizer 2 v

Dari Tabel tersebul dapat disimpulkan bahwa sebagian asset kantor Kecamatan
Bungursari dalam kondisi baik, sehingga dapal dipergunakan untuk memperlancar proses
pelayanan.

1.4.3 Isu Strategi Organisasi

Dalam kurun wakiu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bungursari
Kabupaten Purwakarla diluntut lebih responsif, krealif dan inovalif dalam menghadapi
perubahan-perubahan baik ditingkal lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan
hendaknya selalu memperhalikan isu isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan
oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepal sasaran. Untuk
itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan fujuan pembangunan daerah. Memperhalikan isu- isu dan
permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
menuju good governanceand clean government sehingga akan berdampak pada kualitas
pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi
Kecamatan Bungursari Kabupalen Purwakarta pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan
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dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Purwakarta.Secara umum, isu dan
permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakal untuk memberikan pelayanan yang prima.

2) Adanya tuntulan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iplek yang pesal tidak dibarengi dengan semangal SDM untuk
meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui
pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup
strategi Kebijakan Program &Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

1) Membangun sistem pelayanan prima , aman, cepal, efisien,dan {ransparan.

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan
akuntabilitas.

3) Meningkatkan komilmen aparalur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakal.

4) Menyusun kebijakan yang efeklif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai
kebutuhan masyarakat

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparal yang sesuai dengan potensi dan
kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerinlah Kabupaten Purwakara dalam
menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakal.

1.5  Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupalen Purwakarta Nomor 1 tahun 2021 Tentang

Perubahan alas Perda Kabupaten Purwakarla No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Kabupalen terdiri atas :
a.Camal ,
b.Sekretans Kecamatan ,

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian ;

2. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,
c.Seksi Tala Pemerintahan ,
d.Seksi Kelentraman dan Ketertiban Umum ;
e.Seksi Ekonomi dan Pembangunan ,
f. Seksi Kesejahlraan Sosial;
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGURSARI

CAMAT
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1.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Peraluran Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 123 tahun 2020
Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan mempunyai {ugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan Bupali kepada Camat untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah.

Unluk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bungursari
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keteniraman danketeriban

umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraluran

perundangundangan,

d. Mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

@

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

bl

Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
Melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

® @

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupali sesuai lugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraluran Bupati Purwakarta
Nomor 123 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Kecamatan
adalah sebagai-berikul :

» Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kecamatan terdiri alas :

a. Camat

b.  Sekrelarial, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
Seksi Tata Pemerintahan;
Seksi Keteniraman dan Kelertiban Umum;
Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Kelurahan;
Jabatan Fungsional.

—~Te o ao
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» Tugas Pokok dan Fungsi
(1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraluran Bupali;

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

Pelaksanaan pelayanan public;

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah, yang lidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah yang
ada di kecamatan;

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegialan desa dan/alau
kelurahan;

Pelaksanaan adminisirasi kecamatan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

» Perincian Tugas

Camat

(1) Unluk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal
4, Camal mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

a.

Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai
pedoman pelaksanaan {ugas kecamaltan;

Memimpin dan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan Umum;

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum,

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peaturan Daerah dan
Peraluran Bupati;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di
kecamatan;
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h.  Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

i.  Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
yang ada di kecamatan;

k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

I Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;

m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan
perundang-undangan;

n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.

(2) Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupali untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camal, yang mempunyai {ugas menyelenggarakan urusan
kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penalausahaan
keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;

b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi
naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;

e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas :

a.  Menyusun rencana kerja Sekretarial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

kecamatan;

Menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;

Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Mengkoordinasikan pengelolaan administarsi naskah dinas;

Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kerja kecamatan;

~®ae
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0. Mengkoordinasikan ponyolenggarasn umsan  kermahtanggaan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan kncamatan,
h. Memborkan layanan kesekeotanatan kapitlia unit organisasi & lingkup
kecamatan
I Mengkoordinagikan penunjukan pengelola  program — dan ketgatan
lingkungankecamatan,
|- Molakukan pembinaan dan pengawasan il poliaksanaan Wugas banahan,
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknls urusan kesekretanatan vepada
alasan,
L Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsl
sekrelaris,
M. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camal sesuai dengan lingeup e
dan fungsinya;
N Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lugas dan/atay kegatan
sekretans kepada camal

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin cleh seorang kepzla
subbagian yang berada di bawah dan berlanggung jawab kepada sekretaris, yang
mempunyai lugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, sera
menyelenggarakan penalausahaan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi
a.  Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan,

b.  Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran.
perbendaharaan, dan akunting,

¢.  Pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Sekretans, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Unluk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayal (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai
perincian Tugas
a.  Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaparan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan,

c Melaksanakan kegialan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan
keuangan di lingkup kecamatan;

d.  Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup
kecamatan,

e.  Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang beraku;

f Memimpin dan mengalur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran
gaji;

g.  Mengoordinasikan pelaksanaan penenmaan, penyimpanan pengeluaran,
perlanggunjawaban, dan pembukuan keuangan,

-. - . . 5 = -
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h.  Menelili kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan Jasa yang disampalkan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahul / disetujui oleh PPTK;

i Menelili kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasllan lain yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

J. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang diblayal oleh APBD

di lingkup kecamatan,

Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP,

Menelili kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainya;

Melakukan verifikasl harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;

Menyelenggarakan akuntans| keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas,

akuntansi assel tetap dan akuntansi selain kas;

Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di

lingkup kecamatan;

p.  Menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;

q.  Memantau pelaksanaan / penggunaan anggaran belanja dinas;

r.  Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuniutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR);

s.  Melaksanakan koordinasi / konsultasi masalah keuangan dengan saluan / unit
kerja lain yang terkail;

. Mengalur administrasi perjalanan dinas;

u.  Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup kecamalan;
Memberikan saran dan perlimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan,
dan pelaporan kepada alasan;

w. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan;

x.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

y.  Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

= 3 *

o

Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang
meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan,
keperluan tulis, dan keprolokolan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alas, Subbagian
umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana
dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakal, dan
keprotokolan kecamatan;

c. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
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d.

Pelaksanaan tugas laln yang diberikan oleh Sekretaris sesual dengan tugas dan
fungsinya.

3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Subbaglan Umum dan Kepegawalan mempunyal perincian tugas :

a.

b.

Rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawalan , sebagai pedoman
pelaksanaan lugas;

Memberikan layanan di bidang umum dan kepegawaian kepada unit organisasi
lingkup kecamalan;

Mengelola administrasl naskah dinas kecamatan;

Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan kecamalan,

Melaksanakan urusan administrasl kepegawalan di lingkup kecamatan yang
melipuli layanan administrasi kenalkan pangkal, kenaikan gaji berkala (KGB),
daftar urul kepangkatan (DUK), data pegawai, karlu pegawai (Karpeg),
Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun,
membuat usulan formasi pegawai,

membuat usulan izin belajar, membual usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai,
penyesuaian ijazah, usulan member penghargaan, memberikan layanan
penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan culi pegawai sesuai aluran yang berlaku,
membuat konsep member izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkalan dari dan dalam jabatan, membual dan atau mengusulkan
perpindahan/mulasi pegawai sesuai dengan peraluran Yyang berlaku,
melaksanakan pengelolaan daflar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahleraan
pegawai dan pembinaan hokum serla kelalalaksanaan pegawai di lingkup
kecamatan,

Menyelenggarakan urusan kerumahlanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan srana
dan prasrana kerja;

Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, kelertiban, dan keamanan kantor;
Mengelola administrasi gajl pegawai;

Memberikan saran dan perimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum
kepada atasan;

Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan {ugas dan fungsi
Subbagian Kepegawaian dan Umum;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup
{ugas dan fungsinya;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretaris.
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Seksi Tata Pemerintahan

(1) Seksi Tala Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan dan melaksanakan program dan / atau kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata
Pemerintahan mempunyal Fungsi :

a.  Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat
kecamatan;

b.  Pembinaan, fasilitasi, sipervesi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
desa dan/atau kelurahan;

c.  Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas
pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan,
serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan,
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

d.  Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya
tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau
desa;

e.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya;

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas :

a.  Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b.  Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan
instansi vertical berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan, desa dan / atau kelurahan;

¢.  Menggali dan melestarikan kearifan budaya local sebagai salah satu upaya
guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta
desa dan/alau kelurahan;

d.  Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, konsultasi, koordinasi, dan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e.  Melaksanakan kegialan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup
kecamalan;

f. Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

g.  Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala
daerah, dan pemilihan kepala desa;

h.  Mempasilitasi penyusunan produk hokum desa dan/atau peraturan desa;

} Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camal, yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemenintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;

J. Melaprkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
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Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi
Tata Pemenintahan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya,

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Tata Pemerintahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai lugas
mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan
masyarakat di wilayah kecamalan.

(2) Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

f.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta
perindungan masyarakat,

Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serla penegakan peraturan daerah,
peraturan bupati, dan peraluran perundang-undangan lain;

Pembinaan, psilitasi, supervisi , konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-
upaya untuk mewujudkan keleniraman dan keterliban umum, kesatuan
bangsa, sera perlindungan masyarakat di wilayah kecamalan,

Pemberian layanan kepada masyarakal yang berkenaan dengan ketentraman
dan kelertiban umum, kesaluan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang
belum dapal dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
Penggalian dan keleslarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna
mewujudkan keteniraman dan ketertiban umum, kesaluan bangsa, seria
perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camal sesuai dengan lingkup
lugas dan fungsinya,

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2), Seksi Kelentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :

a.

b.

Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Keterliban Umum, sebagai
pedoman pelaksanaan lugas;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsullasi, supervisi, dan evaluasi
dalam menjaga situasi kelentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,
serla mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah
kecamatan,

Memberikan layanan kepada masyarakal yang berkenaan dengan upaya-
upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,
serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamalan;
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Menggali dan meleslarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan
keleniraman dan keterliban umum, kesaluan bangsa, serta perindungan
masyarakal di wilayah kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indinesia dalam rangka penegakan produk hukum
daerah, dan peraluran perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
Melakukan usaha-usaha prevenlif dan represif, serta mempasilitasi
penyelesaian perselisihan antar warga masyarakal, suku, agama, ras, dan
antargolongan;

Merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan
social, dan konflik etnis;

Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan
ketahanan nasional dan kesaluan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Memberikan saran dan perlimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan
kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan,;
Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi
Ketentraman dan Keterliban Umum;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh secrang kepala seksi yang berada
di bawah dan beranggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna
mendorong perfumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi
dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a.  Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan,

b.  Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap kegiatan
ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

¢. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, sria fasilitas
sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

d.  Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta
pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan,

e. Pemberian layanan kepada masyarakatl yang berkenaan dengan kegiatan
ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah
desa dan/alau kelurahan,
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g.

Penggalian dan pelestaian kearifan budaya lokal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyal perincian tugas :

a.

Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Menyelenggarakan  kegiatan musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di
desa dan/alau kelurahan;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi
untuk pengembangan Usaha Ekonomi Milik Desa (UED) dan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana, sria fasilitas sosial dan fasilitas umum;
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan
layanan kepada masyarakal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan di wilayah kecamatan;

Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa,
teknologi fepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku
pembangunan di tingkal desa dan kelompok masyarakat yang mengelola
usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produks;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;

Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan:

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan
sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan
kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan {ugas dan fungsi Seksi
Ekonomi dan Pembangunan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lugas dan/atau kegiatan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan
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penyusunan dan melaksanakan program dan/atsu keglatan guna meningkatkan

kesejahteraan social di wiayah kecamatan;

(2) Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a  Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.  Pembinaan, fasiitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat,

c.  Pembenan layanan kepada masyarakal yang berkenaan dengan upaya-upaya
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakal, yang belum dapat
dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan,

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan
dan penanggulangan bencana,

e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakal, serta pencegahan dan
penanggulangan bencana;

f  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camal sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan
ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :

a  Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahleraan Sosial, sebagi pedoman
pelaksanaan lugas,

b.  Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/alau kegiatan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakal, yang meliputi pemberian bantuan
sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan,
pembinaan generasi muda, dan olah raga;

¢ Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakal yang berbasis swadaya
masyarakal,

d.  Membenkan layanan kepada masyarakal yang berkenaan dengan upaya-
upaya guna meningkatkan kesejahleraan masyarakal, yang belum dapal
diiaksanakan oieh pemenntah desa dan/alau kelurahan,

e Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau  kegiatan
pencegahan serta penanggulangan bencana,

t Menggall dan melestankan keanfan budaya lokal gunamendukung upaya-
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan
penanggulangan bencana,

9. Menain kenasama dengan phak swasta dan pihak-pihak lain guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakal, serta melakukan upaya-upaya
pencegahan dan penanggulangan bencana;

h.  Membenkan saran dan pertimbangan kepada Camal, yang berkenaan dengan
kegiatanpeningkatan  kesejahleraan masyarakat, serta upaya-upaya

pencegahan dan penanggulangan bencang;
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i, Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan;

J.~ Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi
Kesejahteraan Sosial;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

Seksl Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a.  Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan desa;

b.  Pembinaan, fasilitasi, konsullasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat dan desa;

c.  Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat dan desa;

d.  Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-
upaya pemberdayaan masyarakal dan desa;

e.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakal dan Desa mempunyai rincian tugas :

a.  Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b.  Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau  kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

c.  Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
upaya-upaya pemberdayaan masyarakal dan desa bemasis swadaya
masyarakat;

d.  Memberikan layanan kepada masyarakal yang berkenaan dengan upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan
oleh pemerintah desa dan/ atau kelurahan;

e.  Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal, guna mendukung upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna
pemberdayaan masyarakat dan desa;
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g.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camal, yang berkenaan dengan
keglatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

h.  Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsullasi, koordinasi, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemberdayaam masyarakal pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;

i, Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi
Pemberdayaan Masyarakal dan Desa ;

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camal sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya,

k.  Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

Dalam melaksanakan lugas dan kewajiban kecamalan dipimpin oleh camat
yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural

1.6 Sistematika Penulisan
Sislematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP
Kecamatan Bungursari Tahun 2023 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen LAKIP

adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Dalam BAB ini memuat tentang alasan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (Lakip)/manfaat Lakip, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
Bungursari Kabupalen Purwakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat
Daerah dan Sistematlika penulisan Lakip.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkal mengenai rencana slrategis, dan dan
penanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkalt sasaran utama yang
ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan sertabagaimana kaitannya dengan
capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas  kineja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah anlisipalif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi
anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka
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mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian
indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan /kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang
bersangkutan serta sirategi pemecahan masalah termasuk rencana tindak lanjutnya.

LAMPIRAN
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegialan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik.
Perencanaan merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dapal diikuti.

21.  Rencana Strategis

Rencana Stralegis Bungursari Kabupaten Purwakarta adalah merupakan dokumen
yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari
pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya
alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bungursari
Kabupaten Purwakarta.

Renstra Kecamalan Bungursari Kabupaten Purwakaria tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-
2023. Penyusunan Renstra Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Musrenbang RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra
Kecamalan Bungursari Kabupalen Purwakarla merupakan hasil kesepakatan bersama
antara Kecamatan Bungursari Kabupalen Purwakara dan stakeholder. Selanjutnya,
Renstra Kecamatan Bungursar Kabupaten Purwakarta tersebut akan dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan
Bungursari Kabupaten Purwakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan
untuk dilaksanakan pada salu ahun mendatang.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
2.1.1.1 Visi
Visi Kepala Daerah Kabupalen Purwakarta adalah “Mewujudkan
Purwakarta Istimewa". Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarla Tahun
2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara
sislemalis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap
pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta termasuk

Kecamatan Bungursari.
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2.1.1.2 Misi
Misi Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan
Bungursari  adalah Misi Kedua yaitu "Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan professional” Misi mengandung makna
yang menggambarkan kebuluhan, keinginan dan harapan priorilas
masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pemyalaan misi disampaikan
agar lidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan
yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan balas dan maksud realistis
yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan
harapan masyarakat. Pemyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan

eksistensi dan arah yang ingin dituju.

21.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesualu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) lahunan. Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyala oleh Istansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan Perencanaan komprehensif
mengenai bagaimana OPD Kecamalan Bungursari mencapai {ujuan dan sasaran
Renstra dengan efektif dan efisien.

Sedangkan arah Kebijakan adalah pedomam untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai {ujuan dan sasaran selama
5 (lima ) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema
Pembangunan Rumusan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD telah disesuaikan
kembali dan diselaraskan dengan Tema Pembangunan yang akan dilaksanakan
setiap tahunnya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

e e e e Y]
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Berikul tabel yang menggambarkan keterkaitan misi, tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebijakan tahun 2023 :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Visi
Mewujudkan Purwakarta Istimewa
Arah
- . . kebijakan
Misi Tujuan Sasaran Strategi tahun
2023
. Mewujudkan |1.1 Meningkalnya [1.1.1 Meningkatkan
Tala Kelola penerapan sistem
. Pemerintahan reformasi manajemen
= yang Baik dan birokrasi dan urusan
A Efektif penyelenggaraa pemerintahan
s n pemerintahan
= umum yang baik c
£ dan efektif s
8 c ©
[ o o
58 e 2
E'S s e
2 s >
s c s 3
52 8
-; g 1.2 Meningkalnya (1.2.1. Meningkatkan | <& §
Eg kualitas kualilas dan X
-] pelayanan inovasi =
= adminislrasi pelayanan a
-’g‘, publik yang publik yang
= efeklif dan efeklif dan
= modern melalui efisien
SPBE berbasis
teknologi
informasi

Indikator Kinerja Utama

Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka periu ditetapkan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Kecamalan Bungursari.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unfuk ukuran kinerja yang digunakan

oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamalan Bungursari, untuk

menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan
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Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas
Kinerja, melakukan evaluasi pencapaian kinerja serla sesuai dengan Rencana
Strategis Kecamatan Bungursari. Pencapaian laporan akuntabilitas kinerja dan
evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan
kepada Bupati Purwakarta. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang
ditetapkan dalam perubahan rencana slrategis tahun 2018-2023 adalah:
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat:

1. Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
B. Aspek Daya Saing Perangkal Daerah:

1. Predikat Nilai SAKIP Kecamalan

2. Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Selain itu, indikator kinerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
tahun 2023 juga diukur dengan memperhalikan hasil penyelenggaraan bidang tugas
dan fungsi yang sebagian kewenangan dan tanggungjawabnya dilimpahkan kepada:
1. Sekrelaris yang dibantu oleh:

1. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Kelentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakal dan Desa

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

o o s W N

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2023 tersebut disusun berdasarkan polrel permasalahan Kecamalan Bungursari
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban tugas
kewilayahan (teritorial) dengan 1{ugas pokok adalah menyelenggarakan
pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki serta
kelerbatasan alokasi anggaran.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk

tahun 2023 disajikan berdasarkan kepada :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tenlang RPJPD dan RPJMD, Serla Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

3. Peraluran Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menleri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 lenlang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklalur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

5. Sural Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ langgal 27 Januari
2020 tentang Percepalan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah;,

Berdasarkan referensi Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka
terdapat perubahan dalam penyajian Program dan Kegialan yang terdapal pada
RPJMD Kab. Purwakarta dan Renstra PD Tahun 2018 - 2023 dengan RKPD Kab.
Purwakarla Tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi secara
nasional pada penyusunan perencanaan untuk tahun 2021 sekaligus juga beraku
pada perencanaan {ahun 2023. Penyajian Program, Kegialan dan Sub Kegiatan
yang lerdapal pada perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah
2018-2023 menjadi acuan Kecamatan Bungursari untuk menyusun RKPD tahun
2021 dan tahun 2023. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan dimaksud
mengikuli ketentluan yang tertuang dalam Peraluran Menteri Dalam Negeri No. 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Begilupun penyajian Program dan Kegiatan sea Sub Kegiatan pada
RKPD Tahun 2023 menyesuaikan hasil Pemetaan/Mapping dari Program, Kegialan
dan Sub Kegiatan tahun 2021 berdasarkan Peraluran Menleri Dalam Negeri No. 90
Tahun 2019 dengan Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPJMD dan Renslra
Perangkat Daerah tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan berdasarkan Sural Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang
Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerinlahan Daerah, namun demikian
Hasil Pemetaan ini lidak merubah (mengurangi atau menambah) nomenklatur
program, indikalor dan targel yang terdapal pada RPJMD Kab. Purwakara Tahun
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2018-2023, dan Hasil Pemetaan ini menjadi bahan acuan dalam Penyusunan RKPD
dan KUA-PPAS Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini,

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran |
lentang matnks pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kola, Kegiatan mengacu pada program
dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Selanjutnya, Sub Kegiatan merupakan bentuk aklivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketenluan perundang undangan.

Program Pembangunan pada Kecamalan Bungursan Tahun 2023 yang
disandingkan anlara program yang terdapal pada RPJMD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023 dengan program yang lerdapal pada Peraluran Menleri Dalam
Negen Nomor 90 Tahun 2019 lentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

PROGRAM RPJMD ! PROGRAM PMDN
2018-2023 90/2019

Program Dukungan ' 1. Program Penunjang Urusan
Manajemen Administrasi Pemerintahan Daerah
Perkanloran
Program Pembinaan dan 2. Program  Penyelenggaraan
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan
Urusan Pemerintahan di Publik;

Wilayah Kecamatan
J 3. Program Pemebrdayaan

Masyarakal  Desa  dan
Kelurahan

4 Program Koordinasi
Kaelentraman Dan Kelertiban
Umum;

(53]

Program  Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum;

6. Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan

Desa.
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Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bungursari
Kabupaten Purwakarta tahun 2023:

Tabel 2.2
Program, Kegiatan Dan Sub Keglatan

1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
1.1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1.1.1. [ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD

1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD

1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1.3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. | Penyediaan  Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

1.3.2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.4. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.5. | Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan

1.3.6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.4.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.4.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.4.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.5.1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak
dan perizinan Kendaraan Dinas oprasional alau lapangan
1.5.2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.3. | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
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Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

21.1.

Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertical
terkait

3. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM |
131 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
3.1.1 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga !
4. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ]
4.1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban t
- humum . m——— —— ——- - - r— e — ————
4.1.1. | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

—

}No

p—

, 1

L.

- (e
|
|
|
|
'
|
{
|
l
|
l
A
-1
r
|

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamalan

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |

5.4, i | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan |

| Kepala Daerah

1511,

| Pembinaan Wawasan K Kebangsaan dan Ketahanan Nasuonal 1
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasula

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1945, Peleslarian Bhinneka Tunggal lka f
serla Pemerahanan dan Pemeliharaan Keuluhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA "

6.1 | Fasilitasi,
Pengas_vasan Pemerintahan Desa
| Fasilitasi Adminislrasi Tata Pemenintahan Desa |

611

Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan |

Adapun indikator kinenja dan largel program sebagaimana lercantum pada
Tabel 2.2 benkul ini

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
Program Indikator Program Satuan | Target
| Program Penunjang | 1. Capaian SAKIP Opini B '
Urusan Perangkal Daerah
Pemenntahan 2. Persenlase Persen 80%
Daerah Pemenuhan |
Kabupaten/Kota Penunjang
Pelayanan
Perkantoran

m

o Mot X s St

5
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2.2

Program . Capaian Hasil
Penyelenggaraan Survey Kepuasan | Kalegori | Baik
Pemerintahan Dan Masyarakal
Pelayanan Publik
Program Persentase Persen 100%
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Masyarakat yang
dan Kelurahan Dilaksanakan
Program Koordinasi . Persentase Persen 90%
Ketentraman Dan Penanganan
Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan
Program . Persentase Persen 100%
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Umum Umum yang
Dilaksanakan
Program Pembinaan | 7. Persentase Persen 100%
Dan Pengawasan Pembinaan dan
Pemerintahan Desa Pengawasan yang
Dilaksanakan

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu lahapan dalam Sistem Kinerja Instansi
Pemerintah yang termual dalam Peraluran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeriniah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan
kinerja dan tala cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 5§3
Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari Bupati/Walikola sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD
sebagai penerima amanah unluk melaksanakan program/kegiatlan yang disertai dengan
indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakalan antara Bupati
Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Kecamalan Tegalwaru sebagai penerima amanah
atas kinerja terukur lertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang lersedia. Kinerja yang disepakali tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya, sehingga
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terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penysusunan Perjanjian Kinerja
adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kecamatan Tegalwaru untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur :
1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian lujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajuan kinerja Camat Tegalwaru;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya
pergantian alau mutasi pejabat dikarenakan :
o Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian fujuan dan sasaran
(perubahan program, kegialan dan alokasi anggaran);
e Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibal secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja dan target kinerja Kecamalan Bungursari Kabupaten Purwakarla
Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian Kinerja Bupati Purwakarta dengan Camat Bungursari

Tabel 2.4
Target Kinerja Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023
NO SASARAN 1IKU TARGET | SATUAN
Meningkatnya P
! cring a.n)fﬂ c"c.m pan Nilai Indeks Kepuasan
Reformasi Birokrasi dan
Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan , 100 %
. Pelayanan di
Pemerintahan Umum yang Kecunidt
Baik dan Efektif eeamatan
2 | Meningkatnya Kualitas
Administrasi Pelayanan Tingkat Pemenuhan
Publik yang Efektif dan Dukungan Manajemen 100 %
Modem Melalui Perkantoran
Penerapan SPBE
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2. Perjanjian Kinerja Camat Bungursari dengan Sekretaris dan para Kepala Seksi

Tabel 2.5
Target Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi Tahun 2023
Sasaran Indikator Kinerja Target Penanggung
Strategis Kinerja Jawab
1 2 3 4
Meningkatnya Capaian SAKIP Perangkat B; Sekretaris
Penerapan Daerah )
Reformasi | Persentase Pemenuhan 80%
Birokrasi dan Penunjang Pelayanan
Penyelenggaraan | Perkantoran ]
Pemerintahan Survey Kepuasan (Baik) Kasubag Kepeg
Umum yang Baik | Masyarakat dan Umum
dan Efekiif Jumlah Kegiatan 100% Kasi
pemberdayaan Pemberdayaan
masyarakat desa dan Masyarakat Desa
kelurahan
Jumlah Kegiatan 90% Kasi Ketentraman
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
kualitas dan Ketertiban Umum Umum
Pelayanan Jumlah kegiatan 100% Kasi Kesos
Administrasi Penyelenggaraan Urusan
Publik yang Pemerintahan Umum
Efeklif dan Jumlah Kegiatan dan 100% Kasi Tapem
Modern pembinaaan Tala
Pemerintahan Desa
3. Peranjian Kinerja Sekrelaris dengan para Kepala Subbagian
Tabel 2.6
Target Kinerja Kepala Subbagian Tahun 2023
Sasaran Indikator Kinerja Target Penanggung
Strategis Kinerja Jawab
1 2 3 4
Meningkalnya Capaian SAKIP Perangkat B; Kasubag 5
Penerapan Daerah Perencanaan |
Reformasi keuangandan |
Birokrasi dan pelaporan
Penyelenggaraan | Persentase 80% Kasubag
Pemerintahan Pemenuhan Umumdan |
Umum yang Baik | Penunjang Pelayanan Kepegawaian
dan Efektif Perkantoran
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Dokumen perjanjian kinerja ini dimanfaalkan oleh setiap pimpinan instansi
pemerintah untuk :
1. Memantau, mengendalikan dan menilai pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah,;
3. Menilai keberhasilan bawahan.

2.3 Rencana Anggaran tahun 2023

Pada Tahun anggaran 2023 Kecamalan Bungursari Kabupaten Purwakaria
melaksanakan kegiatan dengan anggaran mumi sebesar Rp.3,262.898.288,-. Pada tahun
2023 tidak dilakukan perubahan anggaran baik untuk penambahan atau pengurangan
anggaran.

Secara rinci program, kegialan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bungursari
Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Rencana Anggaran
Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023
Bidang Urusan Anggaran Anggaran
No Pemerintahan dan Indikator Mumi Perubahan Tambah
Program/Kegiatan/Su Kinerja (Kurang)
b Kegiatan (Rp.) !Bf') o
1 2 3 4 5 6
UNSUR KEWILAYAHAN
S s e
KECAMATAN BUNGURSARI 3.262.898.188 | 3.262.898.188
1 PROGRAM 3.185.657.988 | 3.185.657.988 -
PENUNJANG 1 Capaian B B
URUSAN SAKIP
PEMERINTAHAN '
Perangkat
%EEIF\’QTENIKOTA e -
2 Persentase 80% 80% .
Pemenuhan
Penunjang
Pelayanan
Perkantoran I B
1.1 Perencanaan, 17.318.950 17.318.950 -
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah o L I ]
Eaporan Akunteablites G’Qﬂcy‘r St Pemermtch Kecomaton @nyﬂn:m Tethun 2023 39

! Dipindai dengan |
/&) CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

1.1.1 | Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen -
Perencanaan yang disusun 6.075.900 6.075.900
Perangkat Daerah
1.1.2 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen 5.031.700 5.031.700
Penyusunan Dokumen | yang disusun
RKA-SKPD
1.1.3 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen 5.038.100 5.038.100
Penyusunan Dokumen | yang disusun
DPA-SKPD
1.1.4 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen 5.436.000 5.436.000
Penyusunan Laporan | yang disusun
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.2 Administrasi -
Daerah
1.21 | Penyediaan Gajidan | Jumlah orang 2433.354.313 | 2.433.354.313 -
Tunjangan ASN yang dibayar
1.2.2 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan | yang disusun
Keuangan Akhir Tahun IB00000 15.300.000
SKPD
13 Administrasi Umum 179.268.839 199.268.839 | 20.000.000
Perangkat Daerah
1.3.1 | Penyediaan Jumlah jenis
Komponen Instalasi komponen 11.842.000 11.842.000
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.3.2 | Penyediaan Peralatan | Jumlah jenis 26.642.550
dan Perlengkapan Peralalan dan 0 26.642.550
Kantor Perlengkapan
yang disediakan
1.3.3 | Penyediaan Peralatan | Jumlah jenis alal 30.159.800 30.159.800
Rumah Tangga yang disediakan
1.34 | Penyediaan Bahan Jumlah jamuan 56.510.539 56.510.539 -
Logistik Kantor makan dan snack
yang disediakan
1.3.5 | Penyediaan Barang Jumlah Jenis 20.212.500 20.212.500
Cetakan dan barang cetakan
Penggandaan yang disediakan
1.36 | Penyelenggaraan Jumlah hari orang 60.544.000 53.901.450 | 6.642.550
Rapat Koordinasi dan | kegiatan
Konsultasi SKPD
14 Penyediaan Jasa 304.084.339 304.084.339 -
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
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141 | Penyediaan Jasa Jumlah 6.000.000 6.000.000
Surat Menyurat pemenuhan jasa
surat menyural
141 | Penyediaan Jasa Jumlah bulan 35.348.150 35.348.150
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik o _ I i
14.2 | Penyediaan Jasa Jumiah 262.736.186 262.736.186 .
Pelayanan Umum Penyediaan
Kantor pegawainonASN | |
1.5 Pemeliharaan Barang 185.468.500 185.468.500 .
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah | U I (—— R
151 | Penyediaan Jasa Jumiah unit yang 14.200.000 14.200.000
Pemeliharaan, Biaya | dipelihara dan
Pemeliharaan dan pajak yang
Pajak Kendaraan dibayarkan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabalan
152 | Pemeliharaan Jumlah unit 11.170.000 11.170.000 .
Peralatan dan Mesin | peralatan yang
Lainnya | dipelihara . S
1.5.3 | Pemeliharaan/ Jumlah jenis 160.098.500 160.098.500 .
Rehabilitasi Gedung bahan yang
Kantor dan Bangunan | disediakan
. lamya ¢ — e ]
2 PROGRAM Capaian Hasil 18.243.200 18.243.200
PENYELENGGARAA | Survey
N PEMERINTAHAN Kepuasan
DAN PELAYANAN Masyarakat
PUBLK ) R I
21 Koordinasi 18.243.200 18.243.200
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan o o
2.1.1 | Koordinasi/ Sinergi Jumlah peseria 18.243.200 18.243.200
Pelencanaan dan yang mengikuti
Pelaksanaan Kegiatan | musrenbang
Pemerintahan dengan
|| Perangkat Daerah dan I R I |
3 PROGRAM 5.291.000 5.291.000 o
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
| | DANKELURAWAN | { ~{ |
Pemberdayaan  dan 5.291.000 5.291.000 —
Kesejahleraan
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Keluarga
Kecamatan dan

Tingkat

Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal [ka serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik

Indonesia

ﬁaﬁ;rmf ﬂ?ﬂl&fhﬁw—&f;é]:l St Remermah Xecamation (Ssmyw—lx—d‘n_'t'm/—}@j

Kelurahan
4 PROGRAM Persentase '
KOORDINASI Penanganan
KETENTRAMAN DAN | Ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM | Ketertiban 7.200.000 | 7.200.000
Umum yang
i Dilaksanakan | _ ] N
41 Koordinasi Upaya 7.200.000 7.200.000
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
4.1.1 | Sinergitas dengan Jumlah peserta 7.200.000 7.200.000 .
Kepolisian Negara yang mengikuli
Republik Indonesia, rapal koordinasi
Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan B N
5 PROGRAM Persentase 39.506.000 39.506.000 .
PENYELENGGARAA | Penyelenggaraa
N URUSAN n Pemerintahan
PEMERINTAHAN Umum yang
UMUM Dilaksanakan
5.1 | Penyelenggaraan 39.506.000 39.506.000
Urusan
| Pemerintahan Umum
) sesuai Penugasan
i KepalaDaerah | = |
5.11 | Pembinaan Wawasan | Jumlah kegiatan 39.506.000 39.506.000 .
| Kebangsaan dan PHBN dan PHBI
| Ketahanan Nasional | Yang dilaksanakan
' dalam rangka di wilayah
Memantapkan Kecamalan
Pengamalan
Pancasila,

—

]
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=)

6 | PROGRAM Persentase 7.000.000 7.000.000
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan
PENGAWASAN Pengawasan
PEMERINTAHAN yang
DESA Dilaksanakan
6.1 Fasilitasi, 7.000.000 7.000.000
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
6.1.1 | Fasilitasi Administrasi | Jumlah kegiatan 7.000.000 7.000.000
Tata Pemerintahan yang
Desa dilaksanakan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dan perorangan, badan hukum atau
pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan
misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /pemberi
amanah. Kecamalan Bungursari selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungursari yang dibuat
sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tenlang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menleri Negara
Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tala Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-
masing indikator sasaran srategis yang diletapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan
Rencana Kerja Tahun 2023.

Berdasarkan ketenluan tersebul, pengukuran kinerja digunakan unituk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegialan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan uniuk
mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bungursari Pengukuran kinena digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegialan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Kepulusan Kepala LAN Nomor 239/1X/618/2004 lenlang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabililas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tala Cara Reviu atas Laporan
Akunlabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran alas indikator
kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran
alas indikator kinerja sasaran slralegis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinera pencapaian
sasaran slralegis dilakukan dengan membual capaian rata-rala atas capaian indikator kinena
sasaran. Predikal nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berkul:
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Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No Interval Nilal Realisasi Kerja Kriterla Penilalan Realisasi Kinerja
1. 91%< 100% Sangal Tinggi
2 76%< 90% " Tinggi
3 66%< 75% Sedang
4, 51%z 65% Rendah
5. < 50% Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Sedangkan Pengukuran Pelayanan tentang Indeks Kepuasan Menggunakan Permenpan
No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakal Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Nilai Persepsi yang di lerapkan dalam Kepuasan
Masyarakal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit
Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi _Konversi Pelayanan Pelayanan

1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik

2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik

3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik

4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat baik

Sumber: Permenpan No 14 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab lercapai atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dapal
memberikan gambaran penilaian lingkal pencapaian {arget kegiatan dari masing-masing kelompok
indikator.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Camal melaksanakan lugas sesuai yang lertuang dalam {ugas pokok dan fungsi serta
melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupali kepada Camat sesuai Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan kewenangan lersebut Camal dibantu oleh Sekretaris, para
Kepala Seksi. Sedangkan Sekrelaris dibantu oleh para Kepala Subbagian.
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Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka seliap instansi
pemerintah periu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran
keberhasilan pencapalan sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat
normatif (sasaran) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak
terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan
Bungursari telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk
meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama.
Reviu Indikator Kinerja Ulama dilakukan dengan memperhalikan capaian kinerja, permasalahan dan
isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama Kecamalan Bungursari lahun 2023 sebanyak 2 (Dua) Indikator Untuk lebih
jelasnya dapat dilihal pada table tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

No | Tujuan/Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian Sumber Data
Kinerja (%) i
Tujuan ; Nilai Indeks
Mewujudkan Kepuasan Hasil Survey Kepuasan
Tata Kelola Masyarakat Masyarakat.
Pemerintahan terhadap 100 89,05 89.05 Rumus *
yang baik dan pelayanan di Capalan = Realisasi x 100
efektif Kecamalan Targel
2.
Sasaran : Laporan Monev
Tingkal Realisasi Kinerja dan
1.meningkatkan 100 89,92 89,92 Keuangan
reformasi dukungan Capaian = Rc.allsa.sl x 100
birokrasi dan manajemen Taeyel
penyelenggaraan | perkantoran
pemerintahan
umum yang baik
dan efeklif
2.Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
publik yang
efeklif dan
modern B B
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Berdasarkan tabel di atas dapal disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang
dapat dicapai secara maksimal dan ada sasaran yang belum tercapai sesuai target yang diinginkan.
Capaian kinerja yang dicapai maksimal dan menjadi fokus utama yaitu, sasaran 1 Indeks Kepuasan
Masyarakat yang mencapai nilai 89,05 dari target 100. Ini artinya pencapaian belum mencapai target
yaitu 10,95 %, hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakal. Sasaran 2 merupakan indikator Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen
Perkantoran kinerja Capaiannya adalah 89,92 % dengan target 100 % realisasi sebesar 89,92 % .

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator L s
HaR S uuAnSasaiy) Kinerja | Target | Realisasi Lapaan Target | Realisasi Capain
(%) (%)
1 Tujuan: Nilai Indeks 93 87,34 93,91 100 89,05 89,05
' Mewujudkan Kepuasan
Tata Kelola masyartakat
Pemerintahan lerhadap
yang baik dan pelayanan
efektif di
Kecamatan
Sasaran :
Meningkatnya
Kualilas
Administrasi
Publik yang
efektif dan
modem
g, | Sasarmn . Tepenuhin | 40y | gg48 | 8648 | 100 | 8992 | 8992
' Meningkatnya ya ' ' : d
penerapan Dukungan
Reformasi Manjemen
Birokrasi dan Perkantoran
Penyelenggaraa

n Pemenntahan
Umum yang baik
dan efektif

it

Berdasarkan tabel lersebul, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat telah mencapai 89,92% dari target 100%, Nilai Tingkat Pemenuhan
Dukungan Manjemen Perkantoran telah mencapai 89,79 % dari target 100 %.
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Tabel 3.5
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Target
Indikator | Capaian | Akhir Tingkat
Noil - Tuuan wasinn Kinerja | 2023 | RPJMD | Kemajuan
(%) (2023)
1. | Mewujudksn Meningkatnya Nilai Indeks
Tata Kelola Kualitas Kepuasan
Pemerintahan Pelayanan masyariakal 89,05 100 89,05
yang baik dan | Administrasi lerhadap
efektif Publik yang pelayanan di
Efektif dan Kecamatan
Modern melalui
 Penerapan SPBE | O -
Meningkalnya Terpenuhinya
penerapan Dukungan
Reformasi Manjemen 83,92 100 89,92
Birokrasi dan Perkantoran
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum yang baik
dan efeklif

Pencapaian slategis Kecamatan Bungursari dicerminkan dalam capaian indikator kinerja.
Capaian tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai target, namun demikian Kecamatan Bungursari
telah memberikan Pelayanan secara maksimal kepada Masyarakal, untuk selanjutnya pelayanan
akan terus ditingkatkan agar tingkat pencapaian dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten
No Tujuan Sasaran Indikator | Realisasi | Standar | Capaian
Kinerja 2023 | Nasional %
1. | Mewujudkan | Meningkatnya Nilai Indeks
Tata Kelola | kualitas pelayanan Kepuasan 89,05 100 89,05
Pemerintahan | administrasi publik Masyarakat
yang baik dan | yang efeklif dan lerhadap
efektif modern melalui pelayanan di
_SPBE | Kecamalan
Meningkaltnya Tingkat
penerapan Reformasi | pemenuhan 89,92 100 89,92
Birokrasi dan dukungan
penyelenggaraan manajemen
Pemerintahan Umum | perkantoran
yang baik dan efeklif
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Pada dasamya untuk perbandingan capaian dengan‘ standar nasional Indkator dan sasaran
Kinerja untuk pencapaiannya sudah menunjang walaupun belum mencapai target standar nasional,
hal ini ada berbagai faktor output yang ditetapkan oleh OPD tapi realisasinya belum terserap karena
adanya pegawai yang pensiun pada tahun 2023,

uporan Lkumiablies Sumea Shstanss Remermth Kecamton ugnsen T 202249
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Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No Tujuan i Sasaran lnf!nkat.or ETargetIRcalisasi Capaian ARy Raterhasllpe Solusi yang dilakukan
4 | Kinerjn | 7 | . _ Kegagalan | e e et
I | Mewujudkan 1;M.:mngkmnyu Ingkal Berdasarkan analisis yang didapat | Agar target tetap tercapai Perlu
Tata Kelola ! Penerapan | Pemenuhan 8 bahwa indikator kinerja Nilai |ditunjuk satu operator khusus
Pemerintahan | Reformasi | Dukungan 100 | 8992 | 8992 | indeks Kepuasan ‘Masyarakat | untuk laporan Indeks kepuasan
ane Baik dan | B'okrastdan [y o en | terhadap pelayanan di Kecamatan | Masyarakat 'unluk syslem
yang Pai | Penyelenggaraa | ansy { belum mencapai target |pelaporan dibuatkan dalam
| Efekuf | n Pemenntahan | Perkantoran | dikarenakan masyarakat yang |bentuk aplikasi office/excel dan
* ‘ Umum yang perilu pelayanan di Kecamatan |operator menginput ke dalam
‘ | Baik dan Sebagian besar mengisi Kusioner |link SKM yang lelah lersedia.
[ | Efekuf | yang telah disiapkan
' ' Meningkatnya | Nilai Indeks | | Untuk realisasi dan pencapaian | Mengoplimalkan program kerja
{ Kualtas {I\'cpunsan | ; target indikalor kinena Tingkal | Kecamatan yang sudah
| f\ ';"’)'““‘1“ 'masyarakat | 00 | 8905 | 8905 } pemenuhan ‘.’1‘:"”:‘93" disusun  sesuai  dengan
; ministrasy | | manajemen perkantoran ;
] | Publikymng | TP | | mencapai realisasi 89.92% darl | Cone K”'a'a:t Yahonan
| | Efektifdan  Pelayanandi] | larget 100% sekitar 10,08% yang | SeMingga  oulp yang
3 ' ' Modemn ! Kecamatan i belum terealisasi .Ada beberapa dihasilkan tercapai.
. " melalw i [ hal atau faktor yang belum
5 ' Penerapan l lerealisasi diantaranya adalah
] ' SPBE ! E Kegiatan penyusunan Dokumen
i | Perencanaan Perangkal Daerah
l | | dan  Kegiatan  Administrasi
L ' | keuangan dimana dalam kegiatan
3 | ! ; tersebut adanya SPPD biasa yang
| | 5 I | tidak dapat diserap dan adanya
- | | | PNS di tahun 2023 yang
. | ‘ pensiun. sedangkan pada
] | : ‘ Kegiatan Jasa Penunjang Urusan
L . i Pemenntah Derah untuk jasa
] | | [ Komunikasi sumber daya .air dan

Lo Adwnzahbie GK:IW Sietow Concutd HNecomaton Sungursan Tidhun 2022
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listrik anggaran yang disediakan
terlalu besar dan adanya Honor
Pengurus Barang yang Tidak
dapat direalisasikan Dikarenakan
tidak adanya anggaran perubahan
Adapun  realisasi  anggaran
Kecamatan Bungursari diperoleh
dari pagu anggaran sebesar
3.262.898.188,- dengan realisasi
anggaran sebeszar
2.933.845.262 - sehingga
reglisasi yang diperoleh sebeszr
89,92% dengan kategori baik.
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Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan Dan Sasaran

No Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian(%)

Anggaran
(Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

1 Mewujudkan Tala

’ Kelola
Pemerintahan
yang baik dan
efektif

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Publik yang
Efektf dan
Modern melalu
Penerapan SPBE

100

89,05

89,05

Meningkatnya
penerapan
Reformasi Birokras!
dan
penyelenggaraan
Pemenntahan Umum
yang baik dan efektif

100

89,92

89,92

3.262.898.188

2.933.845.262

89,92

Laporor Mhwntbrlite Xmopr Shstom Cemavitdr X _&qu;ymxnv Tchan 2022
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Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.9

T T | indikator | Caal | capaian | Menunjang/
No | Tujuan | Sasaran | ':(1 n aor ; ";: an Program/Kegiatan Indikator Kinerja ':: Tidak
| L | el R S _ Menunjang
1 | Mewuudkan | Meningkatnya | Nia Indeks = 9391 | 1Program Penunjang Urusan l Capain Sakip Perangkat | 89,79 | Menunjang
Tala  Kelola ' kualitas  Kepuasan | | Pemerintahan Daerah | Daerah
Pemenntahan pelayanan . Masyarakat | Kabupaten/Kola '
yang baik dan ; administras - terhadap | \
efeklif | publik yang = pelayanan di ! |
' efektif dan | Kecamalan | !
_ modern | ______l 1 | _
- Meningkatnya | Tingkat | 8648 | 1.Perencanaan,Penganggaran, | Jumlah dokumen | 98,55 | Menunjang
| penerapan E pemenuhan ‘ dan Evaluasi Kinernja Perangkat = perencanaan,pengangg
| Reformasi | dukungan | , Daerah | arandan evaluasi
Birokrasi  dan | manajemen * | kinerja yang disusun
. penyelenggara | perkantoran l ,l
an ,‘ -
Pemenntahan I l
' Umum  yang '
L ! baik dan efektif | . |
| i | 2 Administrasi Keuangan | Jumlah Penyediaangaji, | 83.04 | Menunjang
l . , Perangkal Daerah .
! | ! dan tunjangan
' i { ASN Jumlah laporan
| keuangan akhir tahun
! | 4 Administrasi Umum Perangkal | Jumlah komponen alat| 9147 | Menunjang
; | i Daerah istrik/penerangan I
i bangunan kantor yang !
i disediakan,jumlah
l

]
]

i

peralatan rumah tangga
l yang disediakan, jumlah

|
J

- —_— _ PE—— T — —— .
g Murtdrliee NXomme Sheow Temavedy NXeam.tor CRu

sprxen Cun 2022
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kebutuhan alat tulis

kantor yang
disediakan,jumlah

pemenuhan barang
cetak dan

penggandaan, jumlah
pemenuhan  makanan
dan minuman yang
disediakan, jumiah

koordinasi dan

konsultasi yang

dilaksanakan.
5.Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah penyediaan 77,29 | Menunjang
Urusan Pemrintahan Daerah surat menyurat yang

disediakan,jumlah

pemenuhan jasa

komunikasi,sumberdaya

air dan listrik, jumlah

pegawai Non ASN yang

disediakan.
6.Pemeliharaan Barang Milik Jumlah pembayaran 98,03 | Menunjang
Daerah Penunjang Urusan pajak dan peizinan
Pemerintahan Daerah kendaraan dinas dan

operasional, jumlah

Gedung kantor yang

dipelihara.
2. Program Penyelengaraan Presentase 99,56 | Menunjang
Kegiatan Pemerintahan di Penyeleggaraan
Tingkat Kecamatan kegiatan di tingkat

Kecamatan
Kegiatan Koordinasi sinergi 50 Menunjang
Perencanaan dan Pelaksanaan | Jumlah Rencana
Kegiatan Pemerintahan dengan | Pembangunan di

Perangkat Daerah dan Instansi
Verlikal Lainnya

wilayah Kecamatan

Liaporaon Abwntahbis Smaps Shustarnn Remerniah Xecamatos gwguwn Tchun 2022
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Program Pemberdayaan | Persentase 100 | Menunjang
Masyarakat Desa dan Kelurahan | Pemberdayaan
Masyarakat yang
Dilaksanakan
Pemberdayaan dan 100 | Menunjang
! Kesejahteraan Keluarga Tingkat
Kecamatan dan

| Kelurahan ]
‘ 4 Program Koordinasi | Presentase Koordinasi | 100 | Menunjang
Ketrentaman dan Ketertiban | dan Keteriban Umum |
Umum yang dilaksanakan ;
Kegiatan  Koordinasi  Upaya | Jumlah Koordinasi | 100 | Menunjang
Penyelenggaraan Ketrentaman | Kerentaman dan |

dan Keyertiban Umum Ketertiban Umum yang |

dilaksanakn

5Program  Penyelenggaraan | Persentase 100  Menunjang
i Urusan Pemerintahan Umum Penyelengaraan Urusan | '
Pemerntahan  Umum |

yang dilaksanakan ‘

Kegiatan Penyelenggaraan ' Menunjang ?
Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah kegiatan PHBN 100 |
sesuai penugasan kepala daerah | dan  PHBI  tingkat 1
Kecamatan

| 6.Program  Pembinaan dan | Presentase pembinaan 100  Menunjang
, Pengawasan Pemerintah Desa | dan Pengawgasan ,

' pemenntah Desa yang

| dilaksanakan
i Kegiatan Fasilitasi Administrasi | Jumlah ~ Pembinaan 100 | Menunjang
j Tata Pemerintahan Desa Administrasi desa yang i
i dilaksnakan ;
P A ———— A - e ]
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3.3.

memepeoleh dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta APBD (DAU) sebagaimana
dituangkan ke dalam DPA OPD Kecamatan Bungursari .Untuk lebih jelasnya penggunaan anggaran

Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan {ugas fungsi dan pokok pemerintah Kecamatan Bungursari

diuraikan seperti dibawah ini:

Tabel 3.10

Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan

Anggaran Realisasi | Capaian
No Program Kegiatan (Rp) (Rp) %
1. | Program 1.Perencanaan,Penganggaran, 21.581.700 21.268.500 98,79
Penunjang dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Urusan Daerah
Pemerinahan 2. Administrasi Keuangan | 2.448.654.613 | 2.239.900.836 91,47
Daerah Perangkal Daerah
Kabupaten/Kota | 4.Administrasi Umum | 199.268.839 | 155.824.828 78,20
Perangkal Daerah
5.Penyediaan Jasa Penunjang | 304.084.339 | 235.019.598 77,29
Urusan Pemerintahan Daerah
7.Pemeliharaan Barang Milik | 185.468.500 | 181.811.300 98,03
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2. | Program Koordinasi  Penyelenggaraan 18,243,200 18,163,200 99,56
Penyelenggaraan | Kegiatan Pemerintahan  di
Pemerintahan lingkat Kecamatan
dan Pelayanan
Publik
3. | Program Pemberdayaan dan 5.291.000 5.291.000 100
Pemberdayaan | Kesejahleraan Keluarga
Masyarakat Desa | Tingkat Kecamatan dan
dan Kelurahan Kelurahan
4. | Program Koordinasi upaya 7.200.000 3.600.000 50
Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman
Ketentraman dan | dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
5. | Program Penyelenggaraan Urusan 39.506.000 39.506.000 100
Penyelenggaraan | Pemerintahan umum sesuai
Urusan penugasan Kepala Daerah
Pemerinlahan
Umum B
6. | Program Fasilitasi, rekomendasi, dan 7.000.000 7.000.000 100
Pembinaan dan | koordinasi pembinaan dan
Pengawasan pengawsan pemerintahan
Pemerintahan Desa
Desa
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan Bungursari Tahun 2023 dapat
disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Bungursari lelah memperiihatkan
pencapaian kinerja yang signifikan alas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam
rencana kinerja tahunan Pemerintahan Kecamatan Bungursari Tahun 2023 secara keseluruhan
mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2023 J
tidak lepas dari hasil kerfjasama yang baik dar seluruh lapisan masyarakat Kecamatan
Bungursari.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipalif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efeklif dan efisien. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang
demokratis diera globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat
terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran Kinerja
Kecamalan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, bahwa sebagian besar sasaran
yang felah ditetapkan uhluk dicapai pada Tahun 2023 memperoleh hasil yang cukup
memuaskan.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamalan Bungursari selama tahun 2023 dapat
diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sera kegiatan berhasil cukup
baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum
sepenuhnya sesuai targel yang diharapkan.

Dari beberapa kegialan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 masih terdapat
beberapa kegiatan yang berlanjul di tahun 2024. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil
evaluasi akhir tahun 2023 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan
datang. Disamping ilu juga sebagai pendorong peningkalan kinerja yang ada sehingga target

yang direncanakan dapat tercapai.

! Dipindai dengan |
/&) CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

Demikian Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Bungursari tahun 2023 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bungursayi. 31 Januar 2024

Drs. WAWAN DARMAWAN.M.Si
NIP.19671020 199303 1 009
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Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI

J1. Raya Bungursari No. 122 No Telp/Fax (0264) 350272

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI
NOMOR : 100/ /SK-IKU /1/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KECAMATAN BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Mentri  Negara  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  No.
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan indikator
Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah, perlu menetapkan
indikator Kinerja utama dilingkungan Kecamatan Bungursari
Kabupaten Purwakarta. '

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31,TLN
Nomor 2851).

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 :
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ).

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah
( LNRI Tahun 2004 nomor 125 Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 ( LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493 ) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005  ( LNRI Tahun
2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548 );

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta,
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Menctapkan

PERTAMA

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan daerah
( LNRI Tahun 2004 nomor 125 Nomor 4437 ), scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintsh Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 ( LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493 ) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( LNRI Tahun
2005 Nomor 108 TLNRI Nomor 4548 );

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Dacrah ( LNRI Tahun 2004
nomor 126, TLN Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pedoman Organisasi
Perangakat Dacrah;

8 Posturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah ( LNRI tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 ),

9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
lembaga Teknis Daerah ;

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor . 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah ( RPJMD ) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 -2023

11. Peraturan Bupat Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organtsasi , Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-
masing unit kega dilingkungan Kecamatan Bungursari menctapkan
Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran,
Menysun Dokumen Penctapan Kerja, Menyusun Laporan Akuntabiltas
Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan
Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bungursari;
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KEDUA © Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerju dan Evaluasi terhadap Kinerja
dilakukan oleh sctiap Pimpinan unit kerjn dan disampaikan kepada Bupati

Purwakarta,

KETIGA - Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pagin"["angk,al Januari 2024

'/ 2 /Efamal Bungursari

Qg

Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP 19671020 199303 1 009

Tembusan - Disampaikan Kepada -

1. Yth. Bupati Purwakarta

2.Yth. Wakil Bupati Purwakarta

3 Yth. Inspektur Kabupaten Purwakarta
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LAMPIRAN : Surat Keputusan Camat Bungursari

Nomor : 100/ 2. /SK/1/2024
Tanggal Januari 2024
Tentang : Penctapan Indikator Kinerja di Lingkungan Kecamatan Bungursari tahun 2024
1. Nama Organisasi ; Kecamatan Bungursari
2. Tugas : Mclaksanakan  Tugas Pokok Memimpin,
Mengkoordinasikan ~ dan  mengendalikan
Kecamatan dalam melaksanakan scbagian yang
dilimpahkan olech Bupati untuk menangani
scbagaian urusan Otonomi Dacrah dan Tugas
Umum Pemerintahan lainnya  berdasarkan
Perturan Perundang-Undangan
3. Fungsi - a. Pengordinasian  Kcgiatan  Pemberdayaan

Masyarakat, upaya penyclenggaraan
Ketentraman  dan Ketertiban Umum,
pencrapan  dan  Pencgakan  Peraturan
Perundang-Undangan, Pemeliharaan Prasarana
dan Pasilitas Pelayanan  Umum, serta
Penyelenggaraan  Kegiatan  Pemerintahan - di
Tingkat

b. Kecamatan, Pembinaan  Penyclenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

c. Pclaksanaan Pelayanan Masyarakal yang
menjadi  ruang lingkup tugasnya dan/yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan;

d. Pembinaan Pelaksanaan pclayanan
Penatausahaan Kecamatan,

e. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan yang
dilimpahkan olch Bupati untuk menangani
sebaian urusan Otonomi Daerah

’,t \‘\‘\‘i\’ ) "

4
A RN
=/ Camat Bungursnri.
.." L‘f); /,f,.- ' \\‘ ’ \\
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\ G\ 0V
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IndiKater Kinena Utama

R —
No,

6.

“Sasaran Strategis | Indikator Program
Kinerjn Utama
'Meningkatnya Pencrapan | Tingkat | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah |
Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Daerah Kabupaten
Penyclenggaraan Dukungan
Pemerintahan Umum yang | Managemen
baik dan efektif Perkantoran
‘Meningkatnya kualitas Nilai indeks 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan
pelayanan Administrasi kepuasan dan Pelayanan Publik
Publik yang Efektif dan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Modemn terhadap dan Kelurahan
pelayanan di 4. Program Koordinasi Ketrentaman dan
Kecamatan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Desa

\ T
DY .

/. // Camat Bungursari,
I - \

NIP 19671020 199303 1 009
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI

J1. Raya Bungursari Nomor 122 Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI
NOMOR : 100/ §  /1/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024
CAMAT BUNGURSARI

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Bungursari  Kabupaten Purwakarta perlu ditctapkan
Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Kecamatan Bungursari,
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) scbagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Keputusan Camat Bungursari

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersith dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor, 4286),

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor. 4421),

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
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10.

11

13

14.

15

16.

17.

18

19.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),

Peraturan Pemenintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah;

Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kcuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesiatahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabihtas  Kinerja Instansi  Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80),

Peraturan Menteni Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama,

Peraturan Mentenn Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Tekmis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Tata Cara  Penyusunan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah,

Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana unan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-20123;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kera Kecamatan.
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Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

~ Indikator Kinerja Individu Kecamatan Bungursari  Kabupaten

Purwakarta tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini;

. Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan
dan indikator kinerjn untuk pencapaian kinerja di lingkungan
Kecamatan Bungursari

- Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan
dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan
Kecamatan Bungursari;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  :di Bungursari

o tanggeal anuari_2024

e
,/?er BUNGURSARI

_,;: o

NIP. 19671020 199303 1 009
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI

Alamat : Jalan Raya Bunursari No 122 Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI
NOMOR: ©7 /Lakip/1/2024
TENTANG :

PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( LAKIP )
KECAMATAN BUNGURSARI TAHUN 2023

CAMAT BUNGURSARI

a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih
berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan dipandang perlu untuk
menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( LAKIP ) guna mengatahui kemampuan dalam pencapaian Visi, Misi
dan tujuan Organisasi.

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada
Pemerintah Kecamatan Bungursari yang disusun dengan mengacu
pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan kinerja
instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Kecamatan Bungursari
yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Bungursari

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);
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Memperhatikan

'

10.

11.

12

13

14

Surat Sekretaris daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : PR.10/82-
Org/2023 Tanggal 3 Januari 2023 perihal Penyusunan Lakip
Perangkat Daerah tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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16

17

Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;

18  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

19 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

20 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

21  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22 Keputusan Kepala LAN : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusuanan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah ;

23 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

24  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12 );

25  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;

26 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nonor 4 tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten
Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan
Lembaga Tekhnis Daerah;
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Menerapian
PIRIAMA

KEDUA

KELMPAT

J7  Peraturan Daerah bupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016
Peraturan Bupath Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Dan Fungsi serta Tats kerja Peranghat
Daeran,

8. peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang
Perindan Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan,

23 peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Kedudulan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tawa
Kerja Kecamatan.

MIMUTUSKAN

Lapotan Akuntadilinag Kinerja Pemerintah (LAXIP) Kecamatan Bungursar
tahun 2003

Laporan Aluntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bungursacl
tahun 2073  sebagaimana  ditetapkan pada DIKTUM  PERTAMA
merupakan Lapotan Kinerja Kecamatan Bungursari kepada Bupatl
Purwalana,

Laporan Akuntabdnas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bungursari
Tahun 2023 webagammana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA disusun
whags lampitan yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari
Kepututan wni dengan sistematica sebagal berikut

BAS | PENDAKULUAN

BAS 1 PERENCANAAN KNTRIA

DAB 11 AKUNTABILITAS KINERIA

BAB IV PINUTUP

Keputusan il berlaku sejak diaetapkan

Ditetapkan di : Bungursari
P,dsaw 113 Januan 2024
/7 CAMAT BUNGURSARI,

Ry

NIP.19671020199303 1 009

Tembusan KLeputusan inl deampaikan kepada Yth, ©

RN R S

Bupat Purwakarta

Wakil Bupati Purwakarta

Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Sekretatis Daerah Kabupaten Purwaiarta
inspektur Inspekiorat Kabupaten Purwakarta
Kabag Ortala Setda Kabupaten Purwakarta
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MPIRAN

NOMOR : 0 | Lakip/1/2024
TANGGAL  : 13 JANUARI 2024
TENTANG

II: KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI KABUPATENPURWAKARTA

KECAMATAN BUNGURSARI TAHUN 2023

PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( LAKIP )

SUSUNAN TIM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2023
PADA KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA

NO NAMA JABATAN JABATAN
DALAMTIM DALAM
STRUKTURAL
1 2 3 3
1. | Drs Wawan Darmawan ,M.Si Penanggungjawab Camat
2. | Enung Nasikin, SH, S.Kom, M.Si Ketua Sekcam
3. | Wini Ardianty, SE Sekretaris |Igzh:lefr:’cz:‘agnaan,pelaporan,keuang
an
4. | Asep Faturahman, SE. Anggota Kasi PMD
.S | Susy Agustina Tety,K,Sos Anggota Kasi Pemerintahan
6. | Mulyana,SE Anggota Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7. | Bayi Sobari Anggota Kasubag Kepegawaian
8.| Dede Kurniawan Anggota Bendahara Pengeluaran

CAMAT BUNGURSARI

Drs.WAWAN DARMAWAN.M.Si
NIP.19671020199303 1 009
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LAMPIRAN RKT

Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2023
Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Keterangan Ket
R B e i
Urusan Pemerintahan | l: I.K‘l Dana Rp 6.075.900
Meningkatnya penerapan Kabupaten /Kota evaluasi Kinerja Input
reformasl birokrasi dan Perangkat Daerah
penyelenggaraan Waktu TA
pemerlnat:hn U:'-l':; *  Tingkat pemenuhan 2 dokumen
ving balk dana ¢fe dukungan manajemen out Jumlah dokumen Perencanaan |Renja Murni
perkantoran Penyusunana put Kecamatan yang disusun dan renja
Dokumen Perubahan
*  Nilai indeks kepuasan Perencanaan Menlngkatnya kualitas
masyarakat terhadap Perangkat daerah  |outcome | penyusunan dokumen % 100
pelayanan di Kecamatan Perencanaan Kecamatan
Manfast Tersusunnya dokumen % 100
Perencanaan
Meningkatnya kualitas pelayanan
Dampak | biik yang efektif dan modern » 39
Dana Rp 5.031.7011
Input
Waktu TA
o Jumlah dokumen RKA 1 dokumen
Koordinasl dan Kecamatan yang disusun RKA
Penyusunan Meningkatnya kualitas
dokumen RKA Outcome Demsinan dok RKA
Manfaat Tersusunnya Dokumen RKA % 100
Menlingkatnya kualitas pelayanan
Dampak
3MPIX | publik yang efekt)f dan modern » .
Dana Rp 5.038.100
Input
Waktu TA
Output Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen
lxeammn yang disusun DPA-SKPD
Koordinas| dan Meningkatnya kualitas
Penyusunan Outcome penyusunan dokumen DPA-
dokumen DPA-SKPD SKPD
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Tersusunaya Dokumen DPA-

{Manfaat xPD % 100
|Meningkatnya kualitas pelayanan
Dampok | bk yang efektif dan modern e .
- Dana Rp 5.416.000
n
Koordinasl din Waktu - 1
penyusunan laporan
capaian kinerja dan |out " Jumiah dokumen lakip yang 1 dokumen
ikhtisar SKPD yang dausun Laklp
Outcome  |Tersusunnya Sakip Kecamatan % 100
Meningkatnya kualitas
oot penyusunan Sakip Kecamatan » e
Meningkatnya kualitas pelayanan
Dempek |publik yang efektif dan modern » Lo
Administrasl Keuangan -, Dana Rp 2433354313
n,
Perangkat dacrah Waktu TA 1
Jumlah gajl dan tunjangan ASN
Output yangt i 14 bulan
Penyediaan gaji dan out Meningkatnya penyediaan gaji
tunjangan gajl dan tunjangan ASN % -
Manfaat Terbayarnya gaji dan tunjangan % 100
ASN
Meningkatnya kualitas pelayanan.
Dam,
P | pubik yang efektif dan modern » 30
D
Input ana Rp 15.300.200
Walktu TA 1
Jumlah dokumen koordinasi dan|i dokumen
Output penyusunan laporan keuangan|Laporan
Koordiaas! dan akhir tahun Keuangan
penyusunan laporan Meningkatnya penyusunan
keuangan akhir  |Outcome  |laporan laporan keuangan akis %
tahun tahun SKPD
Tersusunnya dokumen Laporan
Msntant keuangan SKPD vy
Dampak A gkatnya kualitas pelayanan %

publik yang efektif dan modern
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Administrasl
Kepegawalan
Perangkat daerah

input

Dana

Rp

26.600.000

Waktu

1A

Pengadaan Pakalan
dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas
dan Atritat Kelengkapannya
tersedia

2 Paket

Cutcome

Meningkatnys penyedidan
Pakalan Dinas beserta atribut

kelenglapannya bagl ASN

100

|Manfaat

Tersedlanya Pengadaan pakaian
dinas beserta atribut
kelengkapannya bagl ASN

Meningkatnya kualtas pelayanan
publik yang efektif dan modern

100

Administrasi Umum
Perangkat daerah

11.342.000

bangunan kantor

Manfaat

Penyediaan
Peralatan dan

Waktu

TA

e

Jumiah Penyediaan Peralatan
dan Perienghapan Kanter

1 Paket

Peralatan dan Perlengkapan
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st st Per SUtan dan Pectenghape < o
Cantor
Mec rgd arys hosf o pelayanae
' b yang of et dan modern % 0
Oana Rp 50159 800
et
W akty TA 1
DLt P : 1 Pahat
Ferypedan 5
per it " Meningkatrya persiatan % 100
tangga [rumah tangge yang tersedia
[Martase ;’«Il'"‘. V) BRrSutIn TR % 10
Meminghaterya bua®a pelefanan
v Pt yang ef el den modern . d
Dana L] 56510539
' Wakzy TA 1
Cutont : @ : 4 Psket
Penyedisan bahan
loghth haster  [OWEOmS Meninghatnya perrpeciaen batan | P 100
Martazt Teredanya baban logistk % 10
Meningiatrya bualitas pelaranan
. publi yang efeitd can modern - "
ot Oana R 2021250
Waktu TA 1
Jurnish bahan cetaikcan dan
ipenggancaan yang terseda )
Perrpediaan barang
cetskan Outcome ‘m' WPy beca % 10
Manfast T“""""“'" itk % 100
Meningiatnya lnafitx pelayanan
publik yang feit¥ dan mcdern » -
|oama Ro 60.544 000)

TA
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Jumlah keglatan rapat rapat
Outpt |, ordinasi dan konsuhasiskpp | 1 2PO"
Penyelenggaraan LMenlngntnya Penyelenggaraan
rapat koordinasi dan |Outcome  |rapat koordinasl dan konsultasi % 100
konsultasi SKPD SKPD
Terwujudnya rapat rapat
Manfaat |, ordinasi dan konsultasi SKPD * =
Meningkatnya kualitas pelayanan
P publik yang efektif dan modern L 100
Dana Rp 6.000.000
Input
Waktu TA 1
Jumlah Jasa Surat Menyurat
lay
Output yang t 1 laporan
Program
Meningkatnya Jlasa Surat
penyelenggaraan Penyedlaan jasa |Outcome e RSB SY % 100
Menyurat
pemerintahan dan surat menyurat
pelayanan publik Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Manfaat vang xan % 100
Meningkatnya kualitas pelayanan|
Dampok | bk yang efektif dan modern » 00
Dana Rp 35.348.150
Input
Waktu TA 1
12 bulan
Jumlah Penyediaan Jjasa|Pembayaran
Output kominikasi , sumber daya air dan|rekening
listrik Internet dan
Penyediaan jasa listrik
kominikasi, sumber Meningkatnya Penyedisan jasa
dayaairdanlistrik |Ooutcome  |kominikasl , sumber daya air dan| % 100
listrik
Manfaat Terbayarnya 3 jenis rekening % 100
Meningkatnya kualitas pelayanan
Dampak | ik yang efekeif dan modern » 0
Dana Rp 262.736.186.
Input
Waktu TA 1
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12 bulan

pembayaran
Jumlah  Penyediaan  [fasafhonor jasa
Output pelayanan umum kantor pelayanan
umum kantor
Penyediaan jasa kepada 12
pelayanan umum Meningkatnya Penyedizan jasa
kantor Outcome pelayanan umum kantor . o
Terwujudnya Penyediaan jasa
Manfaat pelayanan umum kantor . o
Meningkatnya kualitas pelayanan
k
Bampe publik yang efektif dan modern s iy
Pemeliharaan Barang
e T B skt | |pana Re 14.200.000
pemerintah daerah e
milik daerah o = .
Jumlah Penyediaan jasa
pemeliharaan ,blaya
Output liharaan ,pajak dan Sunit
perizinan kendaraan dinas
Penyediaan jasa oprasional atau lapangan
pemeliharaan biaya
Pem;‘ﬂ"‘"'l‘l"h-::‘"‘ Meningkatnya enyediaan Jasa
A d:’" i pemeliharaan ,blaya
en :::nl i3 | tcome pemeliharaan ,pajak dan % 200
oprasional atau perizinan kendaraan dinas
lapangan oprasional atau lapangan
terbayarnya blaya jasa
pemeliharaan ,blaya
Manfaat  |pemeliharaan ,pajak dan % e
perizinan kendaraan dinas
oprasional atau lapangan
Meningkatnya kualitas pelayanan
Dampak publik yang efektif dan modern % 101
Dana Rp 11.170.000
In
put Waktu A z
Jumlah pemeliharaan peralatan
Output dan mesinlainnya Jaums s
[ T .
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o gdn
peralatan dan mesin
lainnya

Outcome

Meningkatnya Pemeliharaan
peralatan dan mesin lainnya

100

Manfaat

Terpenuhinya pemeliharaan
peralatan dan mesin lainnya

100

Dampak

Meningkatnya kualitas pelayanan
publik yang efektif dan modern

100

Pemeliharaan
[rehabilitasi gedung
kantor dan
bangunan lainnya

Input

Dana

Rp

160.098.500

Waktu

TA

Output

Jumlah
pemeliharaan/rehabilitasl
|gedung kantor dan bangunan
lainnya

1 unit gedung
kantor

Outcome

Meningkatnya
pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan
lainnya

Manfaat

Terpenuhinya
pemeliharaan/rehabilitasi
|gedung kantor dan bangunan
lainnya

Dampak

Meningkatnya kualitas pelayanan
publik yang efektif dan modern

100

Program
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Koordinasi
penyelenggaraan
keglatan pemerintahan
ditingkat Kecamatan

Koordinasi /Sinergi

Input

Dana

18,243.200

Waktu

TA

Jumlah Koordinasi /Sinergi
perencanaan dan Instansi
vertikal lainnya dan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dengan
perangkat daerah dan instansi
vertikal lainnya

perencanaan dan

. .
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INSTans! veruxas
lainnya dan Meningkatnya koordinasi
pelaksanaan /Sinergl  perencanaan  dan
keglatan instansi vertikal lainnya dan|
pemerintahan Outcome pelaksanaan keglatan % 100
dengan perangkat pemerintahan dengan perangkat
daerah dan lnstans daerah dan instansl vertikal
vertikal lainnya kinnya
Terpenuhinya Koordinas!
/Sinergl perencanaan dan
instansl vertikal lalnnya dan
|Manfaat pelaksanaan kegiatan % 100
pemerintahan dengan perangkat
daerah dan instansl vertikal
lainnya
|Menlingkatnya kualitas pelayanan
Dampek publik yang efektif dan modern * o
PROGRAM Pemberdayaan dan Peningkatan Dana Rp 5.291.000
PEMBERDAYAAN Kesejahteraan Ketahanan Pangan |Input Wakta TA 1
MASYARAKAT K:luun Tingkat Keluarga
ecamatan dan
DESA DAN Kelurahan Output SO pembSisin pentngrae 1 kali keglatan
KELURAHAN ketahanann Pangan Keluarga
Meningkatnya pembl
Outcome  |peningkatan ketahanan pangan % 100
keluarga
Terpenuhinya pembinaan
e peningkatan ketahanan keluarga % e
Meningkatnya kualitas pelayanan
Domipak Ipubh‘k yang efektif dan modern % a0
Program Koordinasi Koordinasi upaya IDana Rp 7.200.000
Ketrentaman dan penyelenggaraan Input
ketertiban Umum ketrentaman dan Waktu TA 1
ketertiban umum
Jumlah Koordinasl upaya
Output penyelenggaraan ketrentaman | 4 kall kegiatan
Sinergitas dengan dan ketertiban umum
Kepolislan Negar
Republik Indonesia |Meningkatnya Koordinasl upaya
Jentara Outcome  |penyelenggaraan ketrentaman % 100
Nasionallindonesia dan ketertiban umum
dan| | Vertikal
lainnya Terlaksananya Koordinasl upaya
Manfaat penyelenggaraan ketrentaman c % 100
dan ketertiban umum
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Meningkatnya kualitas pelayanan

| 100
e publik yang efektif dan modern *
Peneyelenggaraan Dana R 39.506.000
SRR Urusan Pemerintahan Input <
Pencyelenggaraan U | Waktu TA 1
Wusan Pamericakan g owasan Jumiah kegitan PHBN dan PHBI
penugasan Kepala Kebangsaan  |output g 5 keglatan
o v tingkat Kecamatan
dacrah keutuhndan
Ketahanan Nasional
Meningkatnya keglatan
dalam rangka
memantapkan Pembinaan wawasan
pengamalan Kebangsaan keutuhndan
Pancasila Ketahanan Nasional dalam
pelaksanaan rangka memantapkan
UndangUndang  |gurcome pengamalan Pancasila "
laksanaan UndangUndang
Dasar Negara pe
Republik Indonesla Dasar Negara Republik Indonesla
Tahun 1945, Tahun 1945, pelestarian Bhineka
pelestarian Bhineka serta pemeliharaan keutuhan
Tunggal Ika serta Negara kesatuan Republik
pemeliharaan Indonesia
keutuhan negara ——-
Terwu
kesatuan Republik |Manfaat ovinl Judnya keglatan PHEN dan % 100
Indonesia S
Meningkatnya kualitas pelayanan
Dampak publik yang efektif dan modern % 300
Fasilitas! toput Dana Rp 7.000.000
Program Pembinaan ,Rekomendas! dan Waktu 1A 1
dan Pengawasan Koordinasl Pemblaan
Pemerintahan Desa dan Pengawasan Output Jumlah pembinaan dan 1 Sagbitan
Pemerintahan Desa pengawasan Pemerintahan Desa
fasilitas| Administras|
Tata Pemerintahan |gutcome Menlnlght:va :r:lnktmi Tata % 200
desa Pemerintahan
Meningkatnya Administrasi Tata
% 100
Mantant Pemerintahan desa
Dampak Meningkatnya kualitas pelayanan % 100

publik yang efektif dan modern

AWAN DARMAWAN,M.Si
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MONITORING RENCANA AKSI PADA KECAMATAN BUNGURSARI TAHUN 2023

Taget ( Triwalan ) Progam Kegiatany Anggaran Langkah aksl ladvwal Pelaksanaan (Trwdan) Output
! u n w Sub keglatan ' " L] v
12.000.000) OJ 0 1581700}
Penyusunan
| dokurmen Pelaksanayn dokumen 500000 - 2 Sckumen Pecja Muri can
|Perencanaan Perencanaan perangkat Caerah - eja Perubatan
perangkat daerah
Koordirasi dan
Pelakccanaan Coordirasi dan
. ,mlmmm - ki : 3 ccument WA

Pelgisanan Koordinasi can
e 15.200.300| penyusunan laporan kecangan 2775200 2566400 e | .03 1 dohkurmen Lpore Keuargee
aporan teuangan | :
akhir hen
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No. T Triwestan
trdieator Kinerja xget | ;)
1 N a
26.600.000 4] ]
7 26.600.000 o ]
53.4203% £5.910.000) 39 612 500
6
Peralatan can Pelaksaraan Penyediaan
9 a " 26,642 550| Peralatan dan Perlergiagan - (] o - |1 Paret
Cantor
Kantor
Penyediaan
|Petaksaraan Penyediaan
10 perafiatan rumah nm.n:! 958.600 11.755.400) 6.054.300) 311.271.300 |1 Paket
tangga perafiacan rumsh tangge
Penyediaan bahan Pelaksanaan Penyediaan bahan
11 . scsmsmk*& 2.853.300 23215200 11.£20.300) 1429242814 Paket
12 ) . N - 457500 7.412.500] M mmoﬁm
|Penyelenggarsan =
13 dan rapat koordinasd dan konsuitasi = 26830 7.220.000] 7M1m
[
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No. < s Indikator Kinerja Target Triwvlan ) Kegiatan Anggaran Langkah aksi Jadwat Pelaksanaan (Triwulan) Outpwt
1 1 i v 1 ] o v
B4.175.754 | 151675754 81.675.754 B83.623.904
1 " “'" ’m" aan jasa 6.000.000 w' elakazaan Pecywdisan jasa 500.000 1.800.000| 2.200.000f 1.500.000{1 taporan
Penyediaan jasa Pelaksaaan Penyediaan jasa
15 kominikasi , sumber] 35.348 150| kominfkas! , sumber daya air dan) 4533090 6.145.732] 6.849.701 10.024.608]12 bulan
daya air dan listrik [tistrik
Penyediaan jasa
1€ pelayanan umum 262736.186 "M':"::"‘” Jaea s2ams|  saxssx|  esoi2ens|  33949.374 [11bulan
171.908.500 12.550.000 $10.000 -
17 . Iid‘“ perizinan 14.200.000 |pemeiiharaan pajak dan of 7.589.100} 6.543.400 - [Sunit
|kendaraan dinas ;
|oprasional atau . .
lapangan
Permeliharzan el 5
18 peralatan dan 11.170.000 tan dan i . o] 3.630.000) 1.900.000| 4.330.000{ 18 unit
mesin lainnya
Pemeliharaan o P ot
/rehabilitas! gedung|
19 160.098.500{/rehabilitasi gedung kantor dan 0]  152.931.000f 12.572.000| 1unit gedung kantor
e o 1
bangunan lainnya
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~ Sazaran
Stratesis Indikatgr Kinerja Target  Triwulan ) Program Kegiatan/ Anggaran Langkah aksi Jadwal Pelaksanasn (Triwtan) Output
| n ] ' Sub kegiatan ] W ut v
Pembinaan
wawasan
Kebangsaan
keutuhndan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
dalam rangka memantapkan
| pengamatan Pancaslla
4.340.000 500.000| 34.666.000| c| 35.506.000] pelaksanaan UndangUndang Oq 4.340.000 308260004 4340000 S kegiatan
UndangUndang Dusar Ne; .
Ousar Negara gara Republik
Repubifk Indonesia Tahun 1945, pelestarian
Tahun 1585 Bhineka Tunggal lka serta
pelestarian Bhineka negan
Tunggal fca serta Y es N
pemeiiharaan
han regara
kesatuan Republik
Indonesia
0| 7.000.000| 0]

G‘““.‘,":ﬂ—* 7]
T AWAN \WAN, M.Si

W \

NGraer e
WaY =
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EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

Keglatan/sub Realisasi (Triwulan)
Program Anggaran Lokasl Aksl Indikator Penanggung jawab
Keglatan I il ] v

Program penunjang

Urusan

Pemerintahan

Kabupaten/Kota
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen renja
Perencandan perangkat 6.651.400 Bungursari - 2.270.000 1.500.000 2.243.600|dan renja perubahan Camat Bungursari
daerah yang disusun
Koordinasi dan
Penyusunan dokumen 5.829.050 Bungursari - - - 4.965.700 urcish dokaasstAxA Camat Bungursarl

yang disusun
RKA
Koordinasibdan Jumlah dokumen DPA-
Penyusunan DPA-SKPD SeRion,  Sungumad D : ) ~ |skpD yang disusun Fam et Sungorsert
Koordinasi dan Jumlah dckumen laporan
penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar
.838.500 4.793. -

capalan kinerja dan 4 Bungursari 793.150 3.554.000 1.819.000 reallisiilnirii yorg Camat Bungursarl
ikhtisar SKPD disusun

Jumlah ketersediaan gajl

Penyediaan gzji dan

2.433.354.313 Bungursari 517.591.719| 734.654.826 474.707.162 500.431.629 Camat ri
tunjangan eu dan tunjangan ASN Bungursa
Koordinasi da Jumiah dokumen

n
n

penyusunan laporan 15300.300|  Bungursari 2.775.200 2.566.400 0 7.173.900 m“"‘""’ Camat Bungursart
keuangan akhir tahun 5 SKPD yang
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Program Kegiatan/Sub an casl Aksl Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) N oweb

'Penyedianm Uurniah perdiatan rurah
[Carmat
rumeh tangga 20153800  Bungursari 952.600 11.795 400 £.054.300) 11.271.30 e Burgirias
satiartor yarg
<an farish
l' enyeciaan bahan $6510535]  Bungursari 2.253.300] 23215200 11.270.200 reaeanan, Ht-—m
logistik kantor .
" irRTan pRgRwE
Sageriluican
h"mh’ﬂ 20212 500 457,500 7.412 5001 2506500 3760000 dan Caat
cetaian © pergeEcean Eongarzan
yang lersecia
Perpeienggaraan racat ozt kegianan ragat
koordinasi dan 50.544.000) Bungursan - 26230 000 72200004 7170@;:“&; Bimgorar
~ SXPD b= =]
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Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)

Penyediaan jasa surat
menyurat

Penyediaan jasa
kominikasi, sumber
daya air dan listrik

Penyediaan jasa
pelayanan umum A Bungursari
kantor

Penyediaan jasa
pemeliharaan biaya wmmﬁ; jasa
pemeliharaan pajak -
dan perizinan 14.200.000 Bungursari 0 7.589.100] 6.548.400 - . -+ Camat Bungursari
kendaraan dinas
oprasional atau
oprasional atau ——
lapangan
ogram njang Permeliharaan | jurniah pemeliharaan
:"““"mm peralatan dan mesin 11.170.000|  Bungursari 3.690.000 1.500.000 4.350.000{peraiatan dan Camat Bungursari
lai mesinkainnya
Kabupaten/Kota oy
Pemeliharaan Humiah
/rehabilitasi gedung pemeliharaan/rehabilitasi
kartor den bengunan 160.098.500 Bungursari 152.931.000 12.972.000 0 \ dan Camat Bungursari
lainnya bangunan lainnya
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Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)

Terlaksananya
mnthn 5.291.000 Bu i - 5.251.000) = - |Peningkatan Ketahanan Camat Bungursari
uarga Pangan Keluarga
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Ketrentaman dan
ketertiban Umum

Program Koordinasi

Pembinaan wawasan
Kebangsaan
keutuhndan Ketahanan
Nasional dalam rangka
memantapkan
pengamalan Pancasila
pelaksanaan

UndangUndang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
pelestarian Bhineka
Tunggal Ika serta
pemeliharaan keutuhan
negara kesatuan
Republik Indonesia

Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)

1.800.000

39.506.000

Bungursari

4.340.000

meL

so.n&mol

0 penyelenggaraan
ketrentaman
ketertiban umum

umiah kegitan PHBN dan)
mmﬂmmxmm'

umlah Koordinasi upaya

dan

Camat Bungursari
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Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)

Penanggungjawab

Program

Keglatan/Sub

Anggaran

Lokas! Aksl

dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Program Pemblnaan [

Kegiatan

Fasilitasi ,Rekomendas!
Koordinasi
binaan dan
engawasan
emerintahan Desa

7.000.000

Bungursari

2.200.000

2.400.000

2.400.000

Camat Bungursari

fasilitasl Administrasi
Tata Pemétintahan

desa

7.000.000|

Bungursari

2.200.000

2.400.000

2.400.000

Jumlah pembinaan dan

pengawasan
Pemerintahan Desa

Camat Bungursarl

)

\

URSARI

ol WAN DARMAWAN,M.Si
NIP: 19671020 199303 1009
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Lampiran IV : Formulir PKK
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Kecamatan Bungursari
Tahun 2023
Misi : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional
Persentase
: ' . Rencana Tingkat
Program Kegiatan Sub kegiatan Indikator Kinerja Satuan Realisasi |Tingkat Capaian| Keterangan
Capaian(target)
{%}
Program p Jang Per Penyusunan dokumen Input Dana Rp 6.075.900 6.013.600 98,97,
Urusan Pemerintahan |, Penganggaran dan |perencanaan perangkat Derah
Kabupaten /Xota evaluas! Kinerja Waktu TA 1 1
Perangkat Daerah
h doki P
Output Jumlah dokumen . erencanaan 2 Dokumen 100 100
Kecamatan yang disusun
Outcome Meningkatnya kualitas penyusunan 100 100}
dokumen Perencanaan Kecamatan
Mandait Tersususnnya dokumen Perencanaan % 100 100]
Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
k 100
Bamps yang efektif dan modern i »
|Koordinasi dan Penyusunan Input Dana Rp $.031.700 4.969.700, 98,77
dokumen RKA
Waktu TA 1} 1
Output Jumlah dokumen RKA SKPD yag disusun |1 Dokumen 100] 100}
Meningkatnya kualitas penyusunan
Qutcome s RKA SKPD % 100 100
Manfaat Tersususnnya dokumen Perencanaan % 100 100
Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik|
Dampak vang efektif dan m % 100 100
Koordinasi dan Penyusunan
ey DPA-SKPD Input Dana Rp 5.038.100 4.912.200 97,5
Waktu TA 1 1
Output Jumlah dokumen DPA SKPD yag disusun |1 Dokumen 100 100
Meningkatnya kualitas penyusunan
Outcome
dok DPA SKPD . - -
Manfaat Tersususnnya dokumen Perencanaan 100 100
|Kecamatan
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Meningkatnya kualitas pelayanan publik]
Dampak %
l yang cfciaf dan modern » »
Koordinasi dan penyusunan ]'
nput Dana Rp $.436.000) 5.373.000) sa.84)
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
SKPD Waktu TA 1 1
Oupw  |/Umuah dotumen likipyang varg |15 ) imen 100 100)
disusun
Outcome Meningkatnya kualitas penyusunan % 100 100)
Sakip Kecamatan
Manfaat  |Tersusunnya Sakip Kecamatan * 100 100
Meningkatnya kualRas pelayanan pubii
Dampak yang efektf dan n % 100 100|
Administrasi Penyediaan gaji dan tunjangan Dana Rp 24331354313 2.227.385.336 91,54
Keuangan Perangkat Input
daerah Waktu 14 bulan 1 1
Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang
%
Output i 100 100
|Meningkatnya Penyediaan gajl dan
Out 00| 00|
O™ |iunjanghan ASN = . !
Manfaat  |Terbayarnya Gajl dan tunjangan ASN  |% 100} 100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Damp3k | ang efektll dan modern » =9 100
Koordinasi dan penyusunan
(picean Seusaiisn sl tihen ot Rp Rp 15.300.200 12.515.500 818
wakiu TA 1 1
Jumlah dokumen Koordinasi dan
Output penyusunan laporan keuangan akhir 1 laporan 100 100
tahun SKPD
JMenlnlkam kualitas penyusunan
Outcome |laporan Kecamatan keuangan akhir % 100 100
tahun SKPD
Tersusunnya dokumen laporan
Manfaat  |Keuangan akhir tahun SKPD Saklp % 100 100
Kecamatan
|Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Pernpek yang efektif dan modern I 100 )
Administrasi Pengadaan Pakaian dinas beserta |re Ro 26.600.000 26.460.000 9,47
Kepegawaian Atribut Kelengkapannya Input .
waktu TA 1 1
Jumiah Pengadaan Pakaian Dinas
utput 1
o |beserta atribut kelengkapannya 2pakee 209 9
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Meningkatnya Pengadaan Pakaian
Out 100
ome dinas beserta atribut kelengkapannya 0
Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas
Manfaat
e beserta atribut kelengkapannya e 3
Meningkatnya kualitas pelayanan publi
Dampak
PIX " |yang efekaif dan modern e 40 o
|Administrasl Umum |Penyediaan komponen instalasi Input Dana Rp 11.842.000 11.841.000 99,99
Perangkat daerah listrik erangan bangunan
't " /penerang R Waktu TA 1 1
ntor
Jumilah komponen instalasi listrik
Output /penerangan bangunan kantor yang 1 Paket 100 100
tersedia
Meningkatnya Penyedlaan komponen
Outcome  |instalasi listrik /penerangan bangunan |% 100} 100
kantor
Tersedianya komponen Instalas! listrik
Manfaat /penerangan bangunan kantor yang % 100 100}
disedlakan
Menlngkatnya kualitas pelayanan publik
k % 100 100
Dampa yang efektif dan modern
Penyediaan Peralatan dan
26.642.550 0 0,
Periengkapen Kantor Input Dana Rp ,00)
Waktu TA 1 1
Jumlah Penyediaan Peralatan dan
Output Perlengkapan Kantor 1Paket 100 100,
Meningkatnya Penyediaan Peralatan
Outcome |dan Perlengkapan Kantor % 100 100|
Tersedianya Penyediaan Peralatan dan
Manfaat  |Perlengkapan Kantor % 100 100
Menlingkatnya kualitas pelayanan publik
% 100| 100
Dampek 1vanﬁ efektif dan modern
Penyediaan peralatan rumah Input Dana Rp 30.159.800 30.159.600) 100
tangga
Waktu TA 1 1
Output Jumlah peralatan rumah tangga yang 1 Paket 100 100
tersedla
Meningkatnya peralatan rumah
% 100 100)
Outcoma tangga yang tersedia .
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Manfaat Tersedianya peralatan rumahtangga |% 100 100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Bampss yang efektif dan modern . 100 00
Penyediaan bahan Logistik kantor |input Dana Rp 56.510.539 52.231.728 92,43
Waktu TA 1 1
Jumlah bahan logistk kantor yang
|Output tersedia 4 Paket 100 100/
Meningkatnya penyediaan bahan
Outcome logistik kantor % 100, 100
Manfaat  |Tersedianya bahan logistik kantor % 100, 100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik|
k %
punpe vang efektif dan modern i 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Input Déna 20.212.500 20212.500 100
Penggandaan
Waktu TA 1 1
Jumlah bahan cetakan dan
Fp penggandaan yang tersedia 4 Paket 200 100
Outcome |Meningkatnya bahan cetakan dan % 100 100]
penggandaan
Manfaat Tersedlanya bahan cetakan dan % 100 100
penggandaan
Menlngkatnya kualitas pelayanan publik
Dange yang efektif dan modern * 300 100
Penyelenggaraan rapat rapat
1 X 41.380.000
koordinasi dan konsultas| SKPD nput Pans Rp 60.544.000 as
Waktu TA 1 1
Jumlah keglatan rapat rapat koordinasi
Output 1 100
PU | dan konsuttasi skPD Mpoce -
Meningkatnya Penyelenggaraan rapat
fsicome koordinasi dan konsultas| SKPD % . 100
Terwujudnya rapat rapat koordinas|
rManlaat dan konsultasl SKPO e %9 100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
% 100
Darspek yang efektif dan modern 300
Penyediaan jasa Penyedia Jasa Surat Menyurat
penunjang urusan Dana Rp 6.000.000 6.000.000 100,00
Input
pemerintah daerah
Waktu TA 1 1
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Jumlah Jasa Surat Menyurat yang
Output tersedia 1 Laporan 100 100|
Outcome |Meningkatnya Jasa Surat Menyurat  |% 100 100
Tersedlanya Jasa Surat Menyurat yang
faat 100
Manfaa disediakan % 100
Menlingkatnya kualitas pelayanan publik|
Dampak yang efektif dan modern * 100 100
PenymRanjese kol Dana R 35.348.150 27.553.131 77,95
sumber daya alr dan listrik Input P ) i !
Waktu TA 1 1
Jumlah Penyediaan Jasa kominikasi ,
Output sumber daya air dan listrik 1bukan o .
Meningkatnya Penyediaan Jasa
Outcome
kominlkasl, sumber daya air dan listrik w 209
Manfaat  |Terbayarnya 3 Jenis rekening % 100| 100|
Penyediaan jasa a
VORSSHFSES peteation i Dana Rp 262.736.186 201466 467 76,68
kantor Input
Waktu TA 1 1
Output Jumlah Penyedlaan Jasa pelayanan 12 bulan 100 100
umum kantor
Outcoré Meningkatnya Penyedlaan Jasa % 100 100
pelayanan umum kantor
Manfaat Terwu]udnya Penyedlaan Jasa % 100 100
pelayanan umum kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
npex yang efektif dan modern % . 400
Pemeliharaan Barang|Penyediaan Jasa pemellharaan
penunjang urusan ,blaya pemeliharaan ,pajak dan
pemerintah daerah |perlzinan kendaraan dinas aput Daca e 14.300.000 L0720 %
milik daerah oprasional atau lapangan
Waktu TA 1 1
Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan
,blaya pemeliharaan ,pajak dan
Output petlzinan kendaraan dinas oprasional S unk 100 o
atau lapangan
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Outcome

Meningkatnya enyediaan jasa
pemeliharaan ,biaya pemcliharaan
pajak dan perizinan kendaraan dinas
oprasional atau lapangan

100,

Manfaat

terbayarnya biaya jasa pemeliharaan
blaya pemeliharaan ,pajak dan
perizinan kendaraan dinas oprasional
atau lapangan

100

Dampak

Meningkatnya kualitas pelayanan publik
vang efektil dan modern

Permeliharaan peralatan dan
mesin lainnya

Input

Dana

11.170.000

11.107.000

Waktu

TA

Jumlah pemelibaraan peralatan dan
mesinlainnya

100|

Bl

Outcome

Meningkatnya Pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya

100|

8

Manfaat

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya

100|

Dampak

Meningkatnya kualitas pelayanan publik|
yang efektif dan modern

J

Pemeliharaan /rehabilitasi gedung
kantor dan bangunan lainnya

Dana

160.098.500

159.631.000 100

Waktu

Tahun

Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi
|gedung kantor dan bangunan lainnya

1 gedung kantor

100

Outcome

Meningkatnya
pemeliharaan/rehabilitasi gedung
kantor dan bangunan Lainnya

Manfaat

Terpenuhinya
pemeliharaan/rehabilitasi gedung
kantor dan bangunan lainnya

100

100

Dampak

Meningkatnya kualitas pelayanan publik
yang efektif dan modern

100

Program penyelenggaraan
pemerintahan dan
nalavanan nublik

Koordinasi
penyelenggaraan
kpoiatan

Koordinasi /Sinergl perencanaan
dan instansi vertikal lainnya dan

nelakeanaan kagiatan

Dana

Rp

18.243.200

18.163.200

Waktu

TA
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PRSP P S

pemerintahan di
tingkat Kecarnatan

pemerintahan dengan perangkat
daerah dan Instansi vertkal lainnya

Jumlah Koordinas! /Sinergi

|perencanaan dan instansi vertikal

lalnnya dan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dengan peranghat
daerah dan Instansi vertikal lalnnya

1 dokumen

100}

Ouwtcome

Meningkatnya  koordinasl  [Sinergl
perencanaan  dan  Instansi  vertikal
lainnya dan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan  dengan  perangkat,
dacrah dan Instansi vertial lainnya

100

Manfaat

Terpenuhinya Koordinas! /Sinergl
perencanaan dan Instansi vertikal
lainnya dan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dengan perangiat
daerah dan instansi vertial lainnya

100]

Dampak

Meningkatnya kualtas pelayanan publik]
vang efektif dan modern

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Keluarga Tingkat
Kecamatan dan
Kelurahan

Peningkatan Xetahanan Pangan
Keluarga

Input

Dana

Rp

5.291.000 100,00}

Waktu

TA

Output

Jumlah pembinaan peningkatan
ketahanann Pangan Keluarga

1 kali kegiatan

100

Outcome

Meningkatnya pembinaan peningkatan
ketahanan pangan keluarga

100

100}

Manfaat

Terpenuhinya pembinaan peningkatan
ketahanan keluarga

Dampak

Program Koordinasi
Ketrentaman dan
ketertiban Umum

Koordinasi upaya
penyelenggaraan
ketrentaman dan
ketertiban umum

Sinergitas dengan kepolisian
Negara Republik Indonesia
Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi vertikal diwilayah
Kecamatan

Input

Meningkatnya kualtas pelayanan publik
yang efektif dan modern

Dana

Rp

100

7.200.000

3,600.000/ 50,00

Waktu

TA

Jumlah Koordinasi upaya
penyelenggaraan ketrentaman dan
ketertiban umum

4 Keglatan

Outcome

Meningkatnya Koordinasi up3y?|
penyelenggaraan ketrentaman dan
ketertiban umum
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LEMBAR ASISTENS! PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : V€L BUNGU LGATL

NO

URAIAN

HASIL ASISTENSI

ADA

TIDAK ADA

KETERANGAN

BAB| PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

V4

1.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.3

Aspek Strategis serta Permasalahan
Utama

/
v’

L

1.4

Landasan Hukum

v

Yy ponica

1.5

Sistematika

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

1.1

Rencana Strategis

|

1.2

Rencana Kinerja

1.3

Perjanjian Kinerja

[l 2o Yargangan

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

1.1

Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan target dan realisasi
tahun ini

Perbandingan Capaian Kinerja tahun
ini dengan beberapa tahun
sebelumnya

Perbandingan realisasi tahun ini
dengan target jangka menengah

NERNAY

Tnjek iy Suht
brhWibvivan VerpA

Perbadingan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar
Nasional/Provinsi/Kabupaten

N

Analisis penyebab keberhasilan
/kegagalan atau
peningkatan/penurunan Kinerja serta
alternative solusinya

\

23

L e

Analisis efisiensi penggunaan sumber
daya

Dibandinglarnr
Ak CrpAAN kine]

T“" L Aoy

Analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan
kegiatan

1.2

Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Saran
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KELENGKAPAN DOKUMEN SAKIP

NO JENIS DOKUMEN KELENGKAPAN DOKUMEN | KETERANGAN
ADA TIDAK ADA
1 |Renstra Perangkat Daerah
2 |Perjanjian Kinerja
PerangkatDaerah Tahun 2023 v
dan 2024
3 |Rencana Kerja Tahun 2023 dan v
2024
4 |RKA 2023 dan 2024
5 |Pohon Kinerja 2024 V4
6 |IKU
7 |LAKIP Perangkat Daerah Tahun ‘/
2023
8 |Matriks Tindak Lanjut Evaluasi \/
Tahun sebelumnya
CATATAN

. Landeaia Hulown q")\%"\y\il@s

%YL{»-SI\ 'n {edm b’\'(“‘

(}7\\;\ CIN\MV\-‘\ ANY AN

- longvinnn Lace sudah weagacy ke R nnonpan m8 w6 52 Th 2034

\\ev N eér\l\hj\-&n l(-.rwv,, Aiglarnglan Ay s @ww}‘w\

(e
. Tarpk BlLhal dan Hsevalen 4 onstrn , A perhibignn

. Dabkle wingansbug q—ww—« Abardhnslon anbien F’\FM'W\ \‘-‘t\ﬂr[,

Kasubag Program/Perencanaan

-

...... WL AT )
NIP. 1Q33CR1Y 181001 200

Mengetahui
Kepala Bagian Organisasi,

LV\I——

Al SAIDAH, SE., MM
NIP. 19740524 199901 2 001

Purwakarta, (9 Maret 2024

Pelaksana Asistensi

(ah¢
(st 2T SAOM S5 Mley

NIP. \9%1011, \9g703 2 003
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